
zl
PEDOMAN

PENGELOLfuIT]II
KEUAIIIGAH

INSTITUT TEKNOLOGI $EPULUH NOPEMBER

SEiTA}IGA
BARU

\
4I

"kffiqi}* lil

*ffi
-i#&1

'ffi
-



PERATURAN REKTOR lTS

NOMOR l TAHUN 2O2O



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 601 1 I
Telepon : 03 I - 599 425 1 -54, 59 47 27 4, 59 4 5 47 2 (Hunting)

Fax : 03 I -5947264, 5950806
http://www.its.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR l TAHUN 2O2O

TENTANG

PEDOMAN PENGELOI"AAN KEUANGAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RA}IMAT TUHAN YANG MAFIA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 77 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut
Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang perlu menetapkan
peratur€rn mengenai pedoman pengelolaan keuangan;

Mengingat

b. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Nomor 1 Tahun 2Ol9 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Peraturan Rektor
Nomor 30 tahun 2OL9 tentang Pertanggungiawaban Keuangan
atas Pembelian dan/atau Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai
sampai dengan Lima Puluh juta Rupiah, dipandang sudah tidak
sesuai dengan dinamika dan perkembangan pengelolaan
keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai
perguruan tinggi negeri badan hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana cli'naksud dalarn
huruf a dan huruf b, dipandang perlu perlu menetapkan
Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2O2O tentang pedoman

Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang Pendidikan fingg

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor lS8,
Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor + Tahun 2Ol4 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan

Tinggi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor



16, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
55OO);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk
dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 110, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5699);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL5 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5723);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
139/PMK.O2/2OI5 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan,
dan Pertanggungiawaban Pemberian Bantuan Pendanaan
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1078);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggr
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
L27 /PMK.O2|2OL9 tentang Standar Braya Keluaran Tahun
Anggaran 2O2O;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Nomor 01 Tahun 2O2O tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

l0.Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Seputuh
Nopember Nomor 02 Tahun 2020 tentang Mekanisme dan Tata
Cara Penyelenggaraan Akuntasi dan Laporan Keuangan;

ll.Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Nomor 3 Tahun 2Ol9 tentang Pengangkatan Rektor
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2AIg - 2024;

12.Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 19

Tahun 2OI9 Pengadaan Barang/Jasa Dana Non penerimaan

Negara Bukan Pajak Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
13.Peraturan Rektor Institut Teknologi sepuluh Nopember Nomor 24

Tahun 2ol9 tentang organisasi dan Tata Kerl'a Institut Teknologi
Sepuluh Nopember;

14.Peraturan Rektor Institut Teknologi sepuluh Nopember Nomor 25
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Keq'a Fakultas di
Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;



15.Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26

Tahun 2Ol9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris institut,
Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TENTANG PEDOMAN PENGELOI"AAN KEUANGAN INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimzftsufl dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah
perguruan tinggi negeri badan hukum.
Rektor adalah Organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Kantor satuan keq'a yang

ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna

Anggaran.
Pejabat Pembuat Komitrnen (PPK) adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk
untuk dan atas nama kuasa pengguna anggaran, dalam pengelolaan

administrasi keuangan, atau yang bertindak untuk pengadaan barang dan jasa
kantor/satuan kerja, sehingga menyebabkan anggaran keluar dari kas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara Indonesia yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Ralryat.
Dana Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang selanjutnya disebut Dana
BPPTN Badan Hukum adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada
PTN Badan Hukum yang bersumber dari APBN dan setelah masuk dalam
rekening penerimaan ITS menjadi pendapatan Non PNBP

Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak ITS yang selanjutnya dlsebut
Dana Non PNBP ITS adalah dana yang diperoleh ITS dari kegiatan jasa layanan
yang diselenggarakan, jasa dari pemanfaatan aset ITS/lahan oleh pihak lain,
penjualan barang dan/atau dari manfaat investasi yang dilakukan ITS, atau
dana sumbangan, hibah maupun pinjaman dari pihak luar kepada ITS.

Unit Keq'a adalah semua Unit Kerja di lingkungan ITS

Kepala Unit Kerja adalah Dekan, Sekretaris Institut, Direktur, Kepala Biro,
Kepala Departemen, Kepala Kantor dan Kepala Perpustakaan.
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Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi
kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah
Membayar (SPM).

Atasan Langsung Bendahara adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk
melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran

belanja.

Bendahara Penerimaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan uang atau surat berharga,
menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang Negara yang ada dalam
penguasaannya.

Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka
pelaksanaa.n anggarurn pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
Pengelola Keuangan adalah pegawai yang bertugas untuk membantu Bendahara
Pengeluaran dalam pelaksanaan tugas bendahara.

Pembayaran l,angsung yang selanjutnya disebut LS adalah mekanisme
pembayaran dari Bendahara Pengeluaran ITS kepada rekanan atau pihak ke

tiga.

Petugas Verifikasi adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat
Penerbit SPM dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP adalah adalah
pengusaha/ bisnis/perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
(BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pqiak (JKP) yang dikenai Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai
Tahun 1984 dan perubahannya.

Non Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut Non PKP adalah
pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP.

Penyedia barang/jasa adalah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Badan
Usaha atau orang perseorangan atau Badan Usaha afiliasi ITS yang kegiatan
usahanya menyediakan barang/jasa.
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan,
atau dimanfaatkan oleh pengguna barang
Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegaiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.
Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu di berbagai bidang keiknuan yang mengutamakan adanya olah pikir
{brainutare).

22.



23. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus,
dan/atau ketrampilan (slctllurarel daJam suatu sistem tata Kelola yang telah
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala

penyediaan jasa selain jasa konsultasi.
24. Kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan

Penyedia dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dalam bentuk Surat
Perintah Ke{a (SPK) atau Surat Perjanjian.

25. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang mudah dicairkan dan tidak
bersyarat lunconditionatl yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang dapat
dicairkan di Bank Cabang Surabaya, diserahkan oleh Penyedia untuk menjamin
terpenuhinya kewaj iban Penyedia.

26. E-P..rclwsing adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan
menggunankan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang terdiri dari E-

Katalog ITS, ERP ODOO Logistik, E-Katalog LKPP dan SPSE.

27. E-Katalog ITS adalah sistem E-Marketplace yang dilaksanakan di ITS untuk
memasok barang inventaris.

28. ERP ODOO Logistik adalah sistem B-Marketplaceyang dilaksanakan di ITS untuk
memasok barang habis umum.

29. E-Marketplace adalah pasar elektronik yang menganut prinsip persaingan

terbuka.
30. Kuitansi adalah bukti transaksi penerimaan uang atas pembayaran suatu hal

yang dilakukan secara tunai atau kontan.
31. Nota pembayaran adalah bukti transaksi yang diberikan oleh penjual kepada

pembeli sebagai bukti pembelian tunai.
32. E-faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau system elektronik

yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak.

33. E-Billing pajak adalah metode pembayaran pajak secara elektronik
menggunakan kode billing.

34. Nota Penyedia Barang/Jasa adalah bukti transaksi jual-beli yang dilakukan
secara tunai yang diberikan oleh penyedia barang/jasa.

35. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat ijin
yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan
usaha perdagangan.

36. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut SIUJK adalah Surat
izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kota/Kabupaten
kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJK Nasional) dengan dasar
hukum Peraturan Menteri No. O4/PRTIM/2O11 Tentang "Pedoman Persyaratan
Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional".



37. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disebur BAP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PPK sebagai bukti progress pelaksanaan pekerl'aan yang
disetujui dan ditandatangani oleh Penyedia dan PPHP.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang selanjutnya disebut BAST adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PPK sebagai bukti bahwa pekerjaan tela-tr

diserahterimakan dari Penyedia kepada PPK.

Swakelola adalah pengadaan barang/jasa yang pelaksanaan pekeq'aannya

direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh Unit Kerja dan/atau Tenaga

Ahli Internal ITS.

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan
tidak mendapat balas jasa secara langsung yang hasilnya digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan negara.

BAI} II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan maksud agar dalam pengelolaan keuangan di
ITS memiliki payung hukum.

Pasal 3
Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan tujuan memberikan pedoman di dalam
mengelola keuangan di ITS.

BAB III
RUANG LINGKUP

38.

39.

40.

(1)

(2)

Pasal 4

Pengelolaan keuangan ini mencakup:
a. Prinsip pengelolaan keuangan;

b. Penerimaan dana;

c. Pembayaran

d. Pertanggungjawaban keuangan; dan
e. Perpajakan.
Ruang tingkup secara teknis pengelolaan

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

keuangan sebagaimana dimaksud
1 yang merupakan bagian tidak



BAEI IV
PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 5
Pengelolaan keuangan dikelola wajib memenuhi prinsip:
a. transparan;
b. akuntabel;
c. tertib;
d. efektif;

e. efi.sien;

f. ekonomis; dan
g. bertanggungjawab.

Pasal 6

Memenuhi prinsip transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bahwa
dalam pengelolaan keuangan wajib memberikan hak kepada para pemangku
kepentingan (staketnlders)ITS untuk mendapatkan informasi keuangan yang relevan
dengan ke pentingarulya.

Pasal 7

Memenuhi prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bahwa
pengelolaan keuangan wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan
hukum.

Pasal 8
Memenuhi prinsip tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bahwa
pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur terkait
pengelolaan keuangan.

Pasal 9
Memenuhi prinsip efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bahwa
pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan untuk pencapaian target indikator kinerja
yang tertuang di dalam rrncana strategis ITS.

Pasal 10

Memenuhi prinsip efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, bahwa
pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan dengan mengacu pada standar biaya tanpa
mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan yang sesuai dengan standar
pendidikan ITS.



Pasal 11

Memenuhi prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, bahwa
pengelolaan keuangan wajib mengamfoil pilihan yang paling murah sepanjang tidak
mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan sesuai dengan standar pendidikan
ITS.

Pasal 12

Memenuhi prinsip bertanggungjawab sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 5 huruf g,

bahwa pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan dalam rangka mendukung
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

BAB V
PENERIMAAN DANA ITS

Pasal 13

(1) Semua penerimaan dana masuk ITS harus melalui rekening penerimaan ITS.

(2) Rekening penerimaan ITS tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Rektor ini, dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 14

Sumber dana penerimaan dikelola secara otonom oleh ITS bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
b. Anggaran Non Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBP).

Pasal 15

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf a, terdiri atas:

a. Dana belanja pegawai;

b. Dana bantuan pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTN Badan Hukum); dan
c. Dana APBN Kementerian.

Pasal 16

Anggaran Non Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBP) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf b, berasal dari:
a. BPPTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dafam Pasal 15 huruf b yang telah

masuk di dalam rekening penerimaan ITS

b. Biaya pendidikan; dan
c. Non Biaya Pendidikan;



Pasal 17

(l) Dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBP) yang berasal dari Biaya
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:
a. Uang Kuliah Tunggal selanjutnya disebut UKT;

b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan selanjutnya disebut SPP;

c. Sumbangan Pengembangan Institusi selanjutnya disebut SPI;

d. Braya pendafaran untuk progr€rm vokasi, seleksi kemitraan mandiri, program
kelas Internasional, progftlm rekognisi pembelajaran lampau selanjutnya
disebut RPL, program profesi, dan program pascasarjana;

e. Biaya Informasi dan Pengenalan ITS selanjutnya disebut IPITS untuk
mahasiswa baru program pascasarjana dan mahasiswa baru program double

degree Teknik Sistem Perkapalan; dan
f. Biaya wisuda untuk mahasiswa program pascasarjana dan mahasiwa

program sarl'ana Angkatan tahun 2OL2 dan Angkatan sebelumnya.
(2) Dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBP) yang berasal dari Non

Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan dari masyaraka!
b. Keq'asama Tridharma Perguruan Tinggr;

c. Pengelolaan Kekayaan ITS PTN Badan Hukum;
d. Pengelolaan Dana Abadi;

e. Usaha ITS PTN Badan Hukum;
f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
g. Pinjaman; dan
h. Pendapatan lainnya yang sah.

(3) Penatausahaan penerimaan sumber dana ITS tercantum dalam lampiran 2 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI
PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Pembayaran beLanja pegawai yang berasal dari dana DIPA Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (PIN Badan Hukum
Institut Teknologi Sepuluh Nopember), meliputi:
a. g4ji induk, gaji susulan, kekurangan gEi, gaji terusan, dan uang duka wafat;

dan
b. lembur, uang makan, dan tunjangan.

(2) Mekanisme dan tata cara pembayaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.



Pasal 19

(1) Pembayaran dana Non PNBP dari Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang
selanjutnya disebut BPPTN Badan Hukum, meliputi:
a. Pencairan Uang Muka Kegiatan (UMK) Operasional dan Kegiatan

pengembangan BPPTN Badan Hukum; dan
b. Pencairan LS Kegiatan BPPTN Badan Hukum.

(21 Mekanisme dan tata cara pembayaran BPPTN Badan Hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 20

(1) Pembayaran dana APBN Kementerian, meliputi:
a. Pembayaran Uang Muka Kegiatan (UMK) Operasional dan Kegiatan

pengembangan Dana APBN Kementerian; dan
b. Pembayaran LS Kegiatan Dana APBN Kementerian.

(21 Pembayaran LS Kegiatan dana APBN Kementerian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Pembayaran pekerjaan kontraktual;
b. Pembayaran beasiswa; dan
c. Pembayaran dana penelitian.

(3) Mekanisme dan tata cara pembayaran dana APBN Kementerian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sebagairnana tercantum dalam lampiran 3 Peraturan
Rektor ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 21

(1) Pembayaran dana Non PNBP, meliputi:
a. Pembayaran Uang Muka Kegiatan (UMK) Operasional dan Kegiatan

pengembangan; dan
b. Pembayaran LS.

(2) Pembayaran LS dana Non PNBP sebagaimana dimaftssd pada ayat (1) huruf b,

meliputi:
a. Pembayaran dana Pekerjaan Kontraktual;
b. Pembayaran Honorarium Terpusat;
c. Pembayaran Dana Kerjasama;

d. PembayaranBeasiswa;
e. Pembayaran Dana Penelitian; dan
f. Pembayaran pengembalian Biaya Pendidikan.

(3) Mekanisme dan tata cara pembayaran dana Non PNBP sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.



BAII VII
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal22
Bendahara penerimaan wajib menyusun pertanggungiawaban penerimaan dana ITS

dalam laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam periode bulanan.

(1)

(21

Pasal 23

Semua pembayaran yang berasal dari dana penerimaan
dimaksud dalam Pasal 18, Pasal L9, Pasal 20, dan
dipertanggungjawaban oleh Unit Kerja kepada Rektor secara

l"aporan Pertanggungjawaban belanja dan kegiatan Unit Kerja.
Ketentuan pertanggungiawaban pembayaran dari dana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 4 yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

ITS sebagaimana
Pasal 2L harus

be{enjang sebagai

ITS sebagaimana

merupakan bagian

(1)

BAB VIII
PERPAJAKAN

PasaJ24
Obyek pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan bendahara meliputi:
a. Pajak Penghasilan Pasal 21;

b. Pajak PenghasilanPasal 22;
c. Pajak Penghasilan Pasal23;
d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

e. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2); dan
f. Pajak penghasilan pasal 26.

Mekarrisme dan tata cara pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan
bendahara pengeluaran, penyedia barang, dan ITS PTN Badan Hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 4 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan rektor ini.

(21



BAB IX
KETENTUAN PtrNUTUP

Pasal 25
Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi
Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2OLg tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2}lg
tentang Pertanggungjawaban Keuangan atas Pembelian dan/atau Pengadaan
Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Lima Puluh juta Rupiah dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 26
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2O2O

NHEWffiq

INSTITUT TEKNOLOGI

1990031003
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PENDAHULUAN



LAMPIRAN 1

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR ,I TAHUN 2O2O

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLMN KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

PEDOMAN PENGELOLMN KEUANGAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

1. PENDAHULUAN

1,1 Latar Betakang

Perguruan Tinggi adatah lembaga atau organisasi atau perusahaan sektor

pubtik yang bergerak di bidang jasa, dengan produk utamanya adatah tayanan

Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penetitian dan pengabdian Kepada

Masyarakat). Perguruan Tinggi tebih dikenal sebagai organisasi non profit yang

lebih mengedepankan nitai sosial dari pada nilai komersilnya. Dengan adanya

perubahan kondisi potitik, sosia[ ekonomi, dan budaya masyarakat akibat

adanya gtobalisasi menuntut peran dan fungsi Perguruan Tinggi yang tebih

tuas. Perguruan Tinggi sebagai PTN Badan Hukum harus dipertakukan puta

sebagai suatu entitas bisnis, tanpa menanggatkan tujuan sosial

kemasyarakatan nya dengan memberikan petayanan pendidikan yang

berkuatitas dengan biaya pendidikan yang dapat dijangkau masyarakat'

lnstitut Teknotogi Sepuluh Nopember sebagai PTN Badan Hukum tetah

mengatami banyak perubahan status datam perjalanan panjangnya. Perubahan

itu bertujuan untuk meningkatkan kuatitas tayanan Tridharma Perguruan

Tinggi kepada masyarakat. Transformasi perubahan status Perguruan Tinggi

Negeri lTS, dimutai Perguran Tinggi Negeri dengan status Satuan Kerja

(Satker) pada tahun 1960, Perguruan Tinggi Negeri dengan status Pengetolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) pada tahun 2008 dan setanjutnya



ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (pTN Badan

Hukum) pada tahun 2014.

lnstitut Teknologi Sepuluh Nopember PTN Badan Hukum memperoteh mandat

dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rl berdasarkan peraturan

Pemerintah Repubtik lndonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang penetapan

lnstitut Teknologi Seputuh Nopember Sebagai PTN Badan Hukum, tanggat .17

Oktober 2014 dan penyetenggaraan status ITS PTN Badan Hukum dimul.ai pada

tahun 2017. Tindak lanjut dari penetapan tersebut, ITS PTN Badan Hukum

sebagai lnstitusi Pemerintah di datam mengetola anggaran dituntut untuk

memitiki Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengetotaan Keuangan sebagai

[andasan datam mengelola keuangan.

ITS PTN Badan Hukum harus mampu mengelota dana secara mandiri,

transparan, dan akuntabe[ sesuai dengan UU No.12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi serta PP 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme

Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTN Badan Hukum). Peraturan

Rektor tentang Pedoman Pengetotaan Keuangan ITS PTN Badan Hukum

merupakan bentuk kontribusi yang nyata datam mewujudkan tata ketota

pemerintahan yang baik (good governance), dan bertujuan untuk mewujudkan

pengetotaan keuangan yang transparan dan akuntabet, efektif, dan efisien

serta memberikan dampak pada peningkatan kepercayaan publik terhadap

penge[otaan Keuangan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan pedoman pengelo[aan keuangan sebagai Landasan

operasional bagi para pengelola keuangan dan pelaksana anggaran di seluruh

Unit Kerja di [ingkungan lnstitut Teknologi Sepuluh Nopember.



'l .2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman pengetotaan keuangan memberikan pemahaman

yang sama bagi pengetola keuangan agar pengetotaan anggaran ditakukan

secara transparan, akuntabel, tertib administrasi, efisien dan efektif.

'l .3 Sistematika Penulisan

Sistematika penutisan Pedoman Pengetotaan Keuangan lnstitut Teknotogi

Sepuluh Nopember terdiri :

1 : PENDAHULUAN

Men jetaskan tentang :

o Latar betakang;

. Maksud dan tujuan;

. Sistematika penulisan; dan

. Pejabat pengelota keuangan.

. Perubahan materi pada Pedoman Pengetota Keuangan Tahun 2020

terhadap Pedoman Pengelotaan Keuangan Tahun 2019

2 : MEKANISME DAN TEKNIS PENERIMAAN

Men jelaskan tentang :

. Tata cara penerimaan dana yang bersumber dari i) APBN yang terdiri :

betanja pegawai, Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan

Hukum (BPPTN Badan Hukum), APBN Kementerian dan ii) Non PNBP;

. Penatausahaan penerimaan biaya pendidikan;

. Penatausahaan penerimaan dana non biaya pendidikan; dan

. Penatausahaan fungsi rekening.

3 : MEKANISME DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Menjetaskan tentang Tata Cara :

. Pembayaran dana belanja pegawai;

. Pembayaran dana APBN Kementerian;

. Pembayaran dana BPPTN Badan Hukum; dan



. Pembayaran dana Non PNBP.

4 : MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

Menjetaskan tentang tata cara :

. Pertanggu ngj awaban keuangan betanja pegawai dana ApBN;

. Pertanggungjawaban keuangan dana BppTN Badan Hukum, ApBN

Kementerian, dan non PNBP;

. Ketentuan perpajakan atas pertanggu ngjawaban keuangan; dan

. Format pertanggungjawaban penggunaan keuangan.

5: PENUTUP

1.4 Pejabat Pengelola Keuangan

Pejabat pengetota keuangan terdiri :

a.

b.

Rektor;

Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana

sebagai Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang

mengakibatkan pengetuaran anggaran belanja;

Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Atasan Langsung Bendahara;

Verifikator Surat Perintah Membayar;

Para Kepata Unit Kerja;

Penanggungjawab kegiatan;

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengetuaran;

Petugas Pengetotaan Administrasi Betanja Pegawai (PPABP);

Para pengetola keuangan; dan

Para pembantu pengetola keuangan (Staf pengelota keuangan).

1.5 Perubahan Materi Pada Pedoman Pengelola Keuangan Tahun 2020

Terhadap Pedoman Pengelolaan Keungan Tahun 2019

Perubahan Pedoman Pengetotaan Keuangan ITS PTN Badan Hukum Tahun 2020

dengan Pedoman Pengetotaan Keungan Tahun 2019 berdasarkan masukan -



masukan dari Pimpinan ITS, Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan ITS, para

Auditor interna[ (KAl) dan Auditor eksterna[ (BpK dan KAp), dan para

Pengetota Keuangan. Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan metiputi:

Lampiran 1

1. Perubahan nomenktatur jabatan Bendahara Pengeluaran pembantu

(BPP) menjadi Pengetota Keuangan

Lampiran 2

1. Dana betanja pegawai di dokumentasikan di datam DIPA Sekretariat

Jenderal Kemenristek Dikti menjadi di dokumentasikan di dalam

DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DITJEN DIKTI

2. Penambahan penerimaan biaya pendidikan dari program sarjana

kelas internasionaI dan program rekognisi pembetajaran [ampau

(RPL).

3. Perluasan pengetotaan kekayaan PTN Badan Hukum.

4. Perubahan nomenktatur Unit Kerja di [ingkungan lTS.

5. Penambahan Bank persepsi yaitu: 1. Bank Syariah Mandiri dan 2.

Bank BNI Syariah

6. Penambahan rekening endowment fund di Bank Mandiri

7. Penambahan prosedur penerimaan dana non PNBP

Lampiran 3

1. Proses Pengadaan Barang dan Jasa mengikuti Peraturan Rektor

Nomor 19 tahun 20'19 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dana Non

PNBP lnstitut Teknologi Seputuh Nopember

2. Satdo penggunaan UMK butan t dapat tidak dikembalikan ke rekening

WakiI Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana

3. Penarikan dana akibat pembatatan pemanfaatan Layanan Unit Usaha

Mandiri

4. Pembayaran untuk kontrak lintas tahun

5. Pemanfaatan dan penggunaan Corporote Card

6. lmptementasi Virtuol Account (VA) Debit dari BNI dan Spending Card

dari Bank Mandiri.



7. Pembayaran dana kebersamaan.

Lampiran 4

1. Ketentuan pertanggungjawaban Keuangan Atas pembelian/

pengadaan Langsung Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Rektor
Nomor 19 tahun 2019 tentang pengadaan Barang/Jasa Dana Non

PNBP lnstitut Teknologi Seputuh Nopember

2. Pembetian atau pengadaan langsung barang/jasa secara etektronik
(e-katatog lTS, e-katatog LKpp) dan e_marketplace

3. Pertanggungjawaban perjatanan dinas spD diganti dengan

swafoto/foto bersama dengan latar belakang petaksanaan kegiatan
4. Ketentuan atas pertanggungjawaban swaketota

5. Ketentuan atas pertanggungjawaban narasumber dari luar ITS secara
daring (online)

6. Ketentuan atas pertanggungjawaban pendapatan laboratorium
7. Penambahan format pertanggungjawaban yang metiputi:

' Kwitansi on/ine diganti Surat Pengesaharr Pernbayaran online
o surat perintah pengiriman untuk pembetan jaan online
. Daftar penerimaan dana kebersamaan

. Surat Perintah Kerja (SpK) sederhana

Rektor I

/4"c-'
Prof.Dr.lr. Mochamad Ashari, M.Eng

NlP. 1 9651012 1gsOO31 003 nr



LAMPIRAN 2
MEKANISME DAN TEKNIS

PENERIMAAN



LAMPIRAN 2

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2O2O

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

2. MEKANISME DAN TEKNIS PENERIMMN

2.1 Tata Cara Penerimaan Dana APBN dan Non PNBP

Berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan dalam rangka pengetotaan

dana penerimaan lTS, maka disusuntah mekanisme dan teknis penerimaan.

Bahwa semua penerimaan dana yang merupakan sumber pendapatan ITS PTN

Badan Hukum diwajibkan metatui rekening penerimaan lTS. Pendanaan ITS

PTN Badan Hukum dapat bersumber dari i) APBN dan ii) selain APBN.

Untuk meningkatkan vatiditas dan sistem pengendatian internaI datam

pengetotaan penerimaan dana, pembayaran ke rekening penerimaan ITS dapat

dilakukan dengan menggunakan Virtual Account, dan host to host corporote

payable for bill payment. Ha[ ini untuk mempermudah pengidentifikasian

dana masuk serta ditunjang dengan sistem yang memberikan fasititas

monitoring dana masuk pada rekening penerimaan.

2.2 Penerimaan Dana APBN

2.2.1 Betanja Pegawai

Penerimaan yang bersumber dari dana APBN berupa betanja pegawai yang

diakui sebagai pendapatan ITS PTN Badan Hukum yang diperoteh dari

Pemerintah. Dana be[anja pegawai didokumentasikan di datam DIPA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DITJEN DIKTI (PTN-BH Institut

Teknotogi Seputuh Nopember)



2.2.2 Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTN Badan Hukum)

Penerimaan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

(BPPTN Badan Hukum) adalah subsidi yang diberikan oteh Pemerintah kepada

PTN Badan Hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Betanja

Negara (APBN) dan setetah masuk ke dalam rekening penerimaan ITS menjadi

pendapatan Non PNBP. Dana BPPTN Badan Hukum digunakan untuk

pengetolaan Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Penerimaan dana BPPTN Badan Hukum diperoteh setiap triwutan dan

digunakan untuk: biaya operasionat, biaya Dosen non PNS, biaya Tenaga

Kependidikan non PNS, biaya investasi dan biaya pengembangan.

2.2.3 APBN Kementerian

Penerimaan Dana yang bersumber dari APBN Kementerian diakui sebagai

pendapatan ITS PTN Badan Hukum. Penerimaan dari Dana APBN Kementerian

metiputi : penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM), beasiswa,

kegiatan kemahasiswaan, sarana prasarana, dan dana SBMPTN-SNMPTN.

2.2.4 Hibah

Penerimaan dana hibah dari APBN berupa block gront atau dari lnstitusi luar

Negeri dengan mekanisme seteksi metatui BAPPENAS. Pemberian hibah

diktasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Hibah tidak terikat adatah hibah yang penggunaanya tidak dibatasi untuk

tujuan tertentu dan persyaratanya oteh pemberi hibah.

2. Hibah terikat adalah hibah yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan

tertentu dan persyaratannya oteh pemberi hibah (termasuk pertanggung'

jawaban 5PJ). Pembatasan tersebut dapat bersifat temporer atau

permanen

2.3 Penerimaan Dana Non PNBP

Semua penerimaan dana Non PNBP di ITS ditakukan secara online dengan

menggunakan mekanisme host to host dan virtual occount. Sumber

penerimaan dana non PNBP yang diterima ITS berasat dari :

E



a. Biaya Pendidikan

'l . Penerimaan Biaya Pendidikan

Penerimaan biaya pendidikan adatah semua bentuk pembayaran biaya

pendidikan mahasiswa di lTS. Biaya pendidikan metiputi: pembayaran

Uang Kutiah Tunggat (UKT), Sumbangan Pembinaan pendidikan (Spp),

Sumbangan Pengembangan Institusi (SPl), lnformasi dan pengenatan

ITS (lPlTS) untuk mahasiswa baru Program Pascasarjana dan program

Profesi Arsitektur, biaya pendaftaran mahasiswa baru Program

Rekognisi Pembetajaran Lampau (RPL), seleksi kemitraan dan

mandiri, program ketas internasiona[, program vokasi, dan program

pascasarjana, serta biaya wisuda untuk mahasiswa Program

Pascasarjana, Program Profesi, dan mahasiswa (program sarjana dan

program vokasi) angkatan tahun 2017 dan angkatan tahun

sebetumnya.

Non Biaya Pendidikan

1. Penerimaan dari masyarakat

1.'1 Wakaf

1.2 Sumbangan individu atau perusahaan

'1 .3 Bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

bertaku

2. Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi;

2.1 Kerjasama pendidikan

2.2 Kerjasama penetitian

2.3 Kerjasama pengabdian kepada masyarakat

Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi ditakukan dengan mitra kerja

seperti: BUMN/BUMD, Pemerintah Daerah, lnstitusi swasta, dan

individu

3. Pengelotaan kekayaan PTN Badan Hukum

3.1 Pemanfaatan aset (peratatan laboratorium, gedung dan

bangunan, [ahan/tanah, kantin, Bus, dtt)

b.



3.2 Pemanfaatan sumber daya manusia (Dosen atau Tendik yang

mendapatkan penugasan jabatan di lnstitusi swasta, perguruan

tinggi swasta, BUMN, BUMD)

3.3 Jasa Perbankan

4. Pengetotaan dana abadi

5. Usaha PTN Badan Hukum;

5.1 Pengelotaan usaha mandiri

5.2 Pengetotaan kerjasama

6. Anggaran Pendapatan dan Be[anja Daerah;

7. Pinjaman; atau

8. Pendapatan lainnya yang sah.

Untuk penatausahaan penerimaan dari kerjasama pendidikan, diharuskan

semua Fakultas/ Departemen / Unit yang metakukan perikatan kerjasama

pendidikan untuk menyerahkan copy kontrak kerjasama pendidikan dan 5P2D

(surat perintah pencairan dana) ke Biro Keuangan.

c. Hibah

Mekanisme penerimaan dana dari masyarakat berupa hibah, ditatausahakan

metalui mekanisme virtual occount. Hibah dapat berupa cash atau aset.

Pemberian hibah atau sumbangan ini diktasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Hibah tidak terikat adatah hibahyang penggunaanya tidak dibatasi

untuk tujuan tertentu oLeh pemberi hibah

2. Hibah terikat adalah hibah yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan

tertentu dan persyaratan oteh pemberi hibah (termasuk pertanggung-

jawaban SPJ). Pembatasan tersebut dapat bersifat temporer atau

permanen.

2.4 Penatausahaan Penerimaan Dana APBN dan Non PNBP

Penatausahaan Penerimaan Dana yang bersumber dari APBN (APBN

Kementerian dan BPPTN Badan Hukum) dan yang bersumber dari Non PNBP

(Penerimaan Non Biaya Pendidikan) menggunakan virtuol occount sedangkan

penerimaan dana Non PNBP (penerimaan biaya pendidikan) menggunakan host

to host (H2H).

E



1.

2.

H2H adatah mekanisme sistem pembayaran antar server (server

bank dan server lrs) yang terhubung satu sama lain secara langsung;

virtual Account adatah nomor identifikasi petanggan lnstitusi yang

dibuka oteh Bank atas permintaan lnstitusi untuk setanjutnya

diberikan oteh lnstitusi kepada petanggannya (perorangan maupun

non perorangan) sebagai nomor rekening tujuan penerimaan

(collection)

Virtual Account BNI terdiri dari 16 Digit Nomor

Nomor unik identifikasi ITS (2577)

r^ - .-*..-.i_-_ -_

trl-;T;t
1.-.......'....'.''''..*',-'..... 

.)
I I

ldentifikasi
Kerjasama

Kode Rekening
VirtuaI Account

Rekening Penerimaan ITS terhubung
dgn rekening an. Rektor

Virtual Account Bank Mandiri terdiri

Nomor unik identifikasi ITS (8677)

dari 16 Digit Nomor

i

ldentif ikasi
Kerjasama

v A B c c c c X 9 10 11 12

1 : i--.."-,", ,.r; ,,t

Kode Rekening Rekening Penerimaan ITS terhubung
Virtual Account dgn rekening an. Rektor

Keterangan :

A Level ITS

B LeveI Rektorat

Cccc Nama Unit Keria

X Ketompok Kerjasama

9,10. 11 ,12 Nomor ldentitas Rekanan



A Level
1 ITS

B Level
1 Rektorat
2 Direktorat

3 Fakuttas

X Kelomook Keriasama
1 Keriasama Peroranqan

2 Keriasama Lembaea/Badan Usaha

3 Keriasama Pemda

4 Keriasama Lembaea/Badan Usaha (BUMN)

Cccc Nama Unit
01 01 Rektor

0102 Wakit Rektor Bid. Akademik & Kemahasiswaan (WR I

01 03 Wakit Rektor Bid. Perencanaan Keuanqan & Sarana & Prasarana (WR ll

0104
Wakit Rektor Bid. Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknotogi dan
Sistem lnformasi (WR lll)

01 05 Wakit Rekor Bid. Riset. lnovasi. Keriasama dan Keatumnian (WR lV)

01 06 Sekretaris lnstitut
0107 Maielis Wati Amanat (MWA)

01 08 Senat Akademik

01 09 Dewan Profesor

0207 Biro Keuanqan

0203 Biro Umum dan Reformasi Birokrasi

0204 Biro Sarana Prasarana

0301 Direktorat Pendidikan

0302 Di rektorat Kemahasiswaan

0303 Direktorat Penqembangan Teknotogi & Sistem lnformasi

0304 Direktorat Perencanaan dan Penqembanqan

0305 D rektorat SDM & Orqanisasi

0306 D rektorat lnovasi dan Kawasan Sains Teknotoqi

0307 D rektorat Kemitraan Gtobat

0308 D rektorat Penqembanqan Teknotoei & Sistem lnformasi

0309 Direktorat Riset dan Peneabdian kepada Masyarakat

031 0 Direktorat Keriasama dan Penqetotaan Usaha

0401 Perpustakaan

0407 Kantor Peniaminan Mutu

0403 Kantor Audit lnternal
0501 Operasionat lnstitut
01 01 Fakuttas Sains dan Anatitika Data

01 02 Fisika

01 03 Kimia



0104 Biotogi

01 05 Matematika
01 06 Statistika
0107 Aktuaria
0201 Fakuttas Teknotogi lndustri dan Rekayasa Sistem

0207 T. Mesin

0203 T. Kimia
0704 T. Fisika

0205 T. Sistem lndustri
0706 T. Material dan Metaturei

0301 Fakuttas Teknotoei Elektro dan informatika Cerdas

0302 T. Etektro

0303 T. Komputer

0304 T. Biomedik

030s T. lnformatika
0306 Sistem lnformasi

0307 Teknotoei lnformasi

0401 Fakuttas Teknik Sipit, Perencanaan, & Kebumian

0402 T. Sipit

0403 T. Linqkunqan

0404 T. Geomatika

040s T. Geofisika
0405 Arsitektur
0407 Perencanaan Witavah Kota

0601 Fakuttas Teknotogi Ketautan

0602 T. Perkapatan

0603 T. Sistem Perkapalan

0604 T. Ketautan

0605 Transportasi Laut

0901 Fakuttas Desain Kreatif dan Bisnis Dieitat

0902 Manajemen Bisnis

0903 Manajemen Teknotoei

0904 Studi Pembangunan

0905 Desain Produk lndustri

0906 Desain lnterior
0907 Desain Komunikasi VisuaI

1 001 Fakuttas Vokasi

1002 T. lnfrastruktur Sipil.

1 003 T. Mesin lndustri
1004 T. Etektro Otomasi

1 005 T. Kimia lndustri
1 006 T. lnstrumentasi
1007 Statistika Bisnis



2.4.1 Penatausahaan Penerimaan Dana Non PNBP (Biaya pendidikan)

Pengetolaan penerimaan biaya pendidikan menggunakan mekanisme host to

hosf (H2H) yang difasilitasi dengan aptikasi Sistem lnformasi Monitoring

Pendapatan ITS (SIMONDITS).

2.4.1 .1 Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan

(sPP)

2.4.1 ,1 ,1 Proses Biaya Pendidikan UKT dan SPP

Uang Kutiah Tunggat (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

adatah biaya pendidikan mahasiswa selama satu semester. Data tarif UKT dan

5PP untuk mahasiswa baru diperoteh dari Direktorat Perencanaan dan

Pengembangan (DPP) mela[ui SIPMABA (Sistem informasi Pendataan

Mahasiswa Baru) sedangkan data mahasiswa aktif diperoteh dari Direktorat

Pendidikan. Bendahara penerimaan menarik data nilai UKT/SPP dari SIPAMBA

masuk ke SIMONDITS, kemudian diterima oleh Bank Persepsi (Bank BNl, Bank

Mandiri, Bank BRl, Bank BTN, Bank Jatim, Bank BNI Syariah, Bank Syariah

Mandiri), selanjutnya mahasiswa dapat membayar sesuai dengan tagihan

UKT/SPP.



URAIAN PROSTDUR I I
Dit. P€ndrdikan Dpp Bx I Onsr I aatx MAHASTSWA

mahasisw. baru dan daftar ulanS maheslswa lama

Penerimaen menerim. data mahasiswa aktif dari Dir€ktorat

Penerimaan menerima !arit Ufi/SPP maha5isw. baru dari

Penerim..n mehbuat ta8ihan biaya pendidikan dan

P.neimarn mengunggah tagih.n biaya pendidikan le

melakukan pembayaran di bank persepsi dan data

Penerimaan Membuat taporen P.nerimaan Biay. Pendidikan

Gambar 2.1 Diagram Atir Penerimaan Biaya Pendidikan UKT/SPP

I

5

7



2.4,1 .1 .2 Penundaan UKT/SPP

Mahasiswa dapat mengajukan usutan penundaan pembayaran UKT/Spp dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan surat penundaan pembayaran UKT/Spp ke Wakit

Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana prasarana ITS

2. Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana prasarana lT5

metakukan disposisi terkait pengajuan penundaan pembayaran UKT/Spp

3. Bendahara Penerimaan membuat surat perjanjian penundaan UKT/Spp

dengan ditandatangai oleh Ka. Biro Keuangan dan orang tua mahasiswa

sesuai disposisi Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana

Prasarana ITS



Mahasiswa mengajukan surat penundaan UK[/SPp ke WR 2

WR ll Melakulan disposisi terkait pengajuan penundaan UKT/Spp

Bendahara Menerima Surat disposisi dari WR 2 terkait persetujuan penundaan UKI/Spp

Bendahara memproses adminitrasl penundaan UKT/Spp melalui aplikasi SIMONDITS

Bendahara mencetak surat perjanjian penundaan UKI/spp dengan ditandatangai oleh
Kabiro dan orang tua mahasiswa

Bendahara Penerimaan m€mbuat surat pengantar untuk pembayaran ke bank

Gambar 2.2. Diagram Atir Penundaan Pembayaraan UKT/SPP



2.4.1 .1 .3 Angsuran UKT/SPP

Mahasiswa dapat mengajukan angsuran pembayaran UKT/Spp dengan

ketentuan sebagai berikut:
'1 . Mahasiswa mengajukan surat angsuran UKT/SPP ke Wakil Rektor Bidang

Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana ITS

2. Wakil. Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana ITS

melakukan disposisi terkait pengajuan angsuran UKT/SPP (dengan syarat

pembayaran pertama 50% dari nominat UKT/SPP)

3. Bendahara Penerimaan membuat surat perjanjian angsuran UKT/SPP

dengan ditandatangai oteh Ka. Biro Keuangan dan orang tua mahasiswa

sesuai disposisi Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana

Prasarana ITS



NO URAIAN PROSEDUR
PEI-AKSANA

MAHASISWA WR II BK BANK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

vlahasiswa mengajukan suEt angsucn UKT/SPP ke WR 2

ilR ll Melakukan disposisi terkait pen8ajuan angsuran UKT/SPP

lendahac Menerima Surat dispGisi dari WR 2 terkait persetujuan angsuran UKT/sPP

lendahan mencetak surat perjanjian angsuran UKr/SPP dengan ditandetangai oleh
(abirc dan orang tua mahasiswa

---l
'a-,>-

--]-

\4ahasisa membayar angsuran UKI/SPP ke bank

\,lahasiswa menerima slip pembayaran dari bank

\4ahasisa menyerahkan buhi setor ke bendahara penerimaan dan selanjutnya

lendahara akan mengunggah manual ke 5lMoNorTs

Gambar 2.3. Diagram Alir Angsuran UKT/SPP

I

I



2.4.1 .1 .4 Realisasi Kerjasama Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Rektor No. 10 tahun 2017 pasal 5 ayat 'l (a) tingkup

kegiatan kerjasama pendidikan yang direalisasikan Bendahara Penerimaan ITS

adatah kerjasama penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan sarjana

terapan, sarjana, magister, doktor, program joint degree/double degree.

Realisasi kerjasama pendidikan ini metiputi:

1. UKTatau SPP

2. SPI



NO URAIAN PROSEDUR

PEI.AKSANA

Direktorat

Pendidikan
BK BANK PIHAK KT TIGA

1

2

3

4

5

5

)irektorat Pendidikan melakukan perikatan dengan pemberi beasiswa melalui pKS

Jilengkapi dengan l4rtuol Account

lireLt^rrt pon.lidiLrn mo^v.ahLtn L^nrrrl Ladrc:ar naniiliL.. L6 a^^1.h.'^ . --t

I

_l_.-Il-I
!-)

-:)

@ @

mplekrrkan ncnendean

ifl\40NDtTS

3endahara Penerimaan menerima pembayaran dari pemberi beasiswa

lpndahara Ppnprimaan mplakrr[en

ielesai

Gambar 2.4. Diagram Atir Reatisasi Kerjasama Pendidikan



2.4.1 ,2 Sumbangan Pengembangan lnstitusi (SPl)

2.4.1 .2.1 Proses Biaya Pendidikan SPI

Sumbangan Pengembangan lnstitusi (SPl) adatah sumbangan yang ditagihkan

kepada mahasiswa yang masuk Program Sarjana (S'l ) metatui program Seleksi

Kemitraan Mandiri (SKM), program ketas internasional alau lnternational

Undergroduote Progrom (lUP), program RPL, program kerjasama pendidikan

pascasarjana (S2 dan 53) sesuai MOU serta program sarjana terapan (D4)

ketompok 4 (Mandiri). Nitai SPI diperoteh dari Direktorat Perencanaan dan

Pengembangan (DPP). Bendahara penerimaan menarik data nitai SPI dari

SIPMABA masuk ke SIMONDITS, kemudian diterima oteh Bank Persepsi (Bank

BNl, Bank Mandiri, Bank BRl, Bank BTN, Bank Jatim, Bank BNI Syariah, Bank

Syariah Mandiri), setanjutnya mahasiswa dapat membayar sesuai dengan

tagihan SPl.

@



NO URAIAN PROSEDUR
PELAKSA NA

Dit. Pendidikan DPP BK DPTSI SANK MAHASISWA

1

2

3

4

5

6

7

8

maan mahaslsa baru dan penetapan SPI

hara Penerihaan menerima taaif SPI mahasiswa baru dari Opp

tarifyang tertuanB dalam Peraturan Rektor

biaya pendidikan ke

SlI,iOND|TS.tan dlt.rurken dentan slstem Holt to Hort

Mencdm. Data Secara On line

rsiswa melakukan pembayaran di bank periepri dan data

tr
I

GL :rL-t-l'l
I

l.FI l.-

I

I

Eendahan Penerimaan Membuat Laporan Penerimaan SPI

Gambar 2.5. Diagram Atir Penerimaan Biaya Pendidikan SPI
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2.4.1 ,2.2 Penundaan SPI

Mahasiswa dapat mengajukan usulan penundaan pembayaran SPI dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan surat penundaan pembayaran SPI ke Wakit Rektor

Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana ITS

2. Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana ITS

metakukan disposisi terkait pengajuan penundaan pembayaran SPl.

3. Bendahara Penerimaan membuat surat perjanjian penundaan SPI dengan

ditandatangai oleh Ka. Biro Keuangan dan orang tua mahasiswa sesuai

disposisi WakiI Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana

Prasarana ITS



penundaan SPI ke WR 2

Menerima Surat disposisi dari WR 2 terkait persetujuan penundaan 5Pl

adminitrasi penundaan SPI melalui aplikasi SIMONDITS

surat perianjian penundaan SPI dengan ditandatangai oleh Kabiro

Penerimaan membuat surat pengantar untuk pembayaran ke bank

membayar penundaan SPI ke Eank

menerima slip pembaya.an dari bank

Gambar 2.6. Diagram Alir Penundaan Pembayaraan SPI

NO URAIAN PROSEDUR

l

I

--
lr=trt_LI t-____---aI L-r--f ----t

l# IttI r-1



2.4.1 .2.3 Angsuran SPI

Mahasiswa dapat mengajukan angsuran SPI dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Mahasiswa mengajukan surat angsuran pembayran Spl kepada Wakit

Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana prasarana ITS

2. Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana ITS

metakukan disposisi terkait pengajuan angsuran UKT/Spp (dengan syarat

pembayaran pertama 50% dari nominal SPI)

3. Bendahara Penerimaan membuat surat perjanjian angsuran SPI dengan

ditandatangai oteh Ka. Biro Keuangan dan orang tua mahasiswa sesuai

disposisi WakiI Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana

Prasarana ITS



Melakukan disposisi terkait pengajuan anBsuran 5Pl

Surat disposisi dari WR 2 terkait persetujuan angsuran 5Pl

surat perjanjian angsuran 5Pl dengan ditandatangai oleh Kabiro

Penerimaan membuat surat pengantar untuk pembayaran ke bank

Gambar 2.7 Diagram Atir Angsuran SPI



2.4.2 Penatausahaan Penerimaan Penerimaan Dana Non PNBP (Non Biaya

Pendidikan)

Pengetotaan penerimaan dana non biaya pendidikan menggunakan virtual

Account yang difasititasi dengan aptikasi Sistem lnformasi Monitoring

Pendapatan ITS (SIMONDITS) yang di desain oteh Biro Keuangan bekerja sama

dengan Direktorat Pengembangan Teknotogi dan Sistem lnformasi. Semua

transaksi penerimaan harus melatui virtual account. Penggunaan SIMONDITS

ini membantu datam proses monitoring setiap transaksi dana masuk pada

rekening penerimaan yang metiputi penerimaan dari masyarakat, kerjasama

tridharma perguruan tinggi, pengetotaan kekayaan PTN Badan Hukum,

pengelotaan dana abadi, usaha PTN Badan Hukum, Anggaran Pendapatan dan

Betanja Daerah, pinjaman dan pendapatan lainnya yang sah.

Proses penerimaan dengan menggunakan Virtual Account akan mempermudah

pengidentifikasian dari mana sumber dana berasat, penerima dana dan

peruntukan dananya. Virtuol Account digunakan untuk penerimaan dana dari

masyarakat, kerjasama, pemanfaatan aset, pemanfatan SDM, seminar,

sponsorship, laboratorium, kantin, dan lain lain.

2.4.2.1 Penatausahaan Penerimaan dari Masyarakat dan lnstitusi Luar

Negeri (hibah,wakaf, sumbangan individu dan perusahaan,

bentuk lain sesuai dengan peraturan)

Mekanisme penerimaan dana dari masyarakat dan lnstitusi Luar Negeri

berupa hibah, wakaf dan sumbangan ditatausahakan metalui mekanisme

virtual occount. Pemberian hibah atau sumbangan ini diktasifikasikan menjadi

2 (dua) yaitu:

1. Hibah tidak terikat adatah hibah yang penggunaanya tidak dibatasi untuk

tujuan tertentu dan persyaratannya oteh pemberi hibah.

2. Hibah terikat adatah hibah yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan

tertentu dan persyaratan oteh pemberi hibah (termasuk pertanggung'

jawaban SPJ). Pembatasan tersebut dapat bersifat temporer atau

permanen



Pihak ke3 (perseorangan/badan/lembaga) melakukan perikatan terkait pemberian hibah,

dan sumbangan dengan salah satu unit sebagai PIC

Unit membuat surat permintaan pembuatan l4rtuollccount ke Bendahara Penerimaan

Eendahara Penerimaan membuat Virtuol/ccount melalui SlM0NDlTS

'a Penerimaan mengaktifkan Virtuol/ccount kesistem bank

penerimaan membuat surat balasan ke unit terkait pembuatanVirtuol Account

ke-3 melakukan pembayaran melalui Virtuol Account

membuat rekap penerimaan hibah, wakaf, dan sumbangan

Gambar 2.8 Penerimaan dari Masyarakat



Untuk hibah berupa aset tetap mekanismenya dengan menggunakan Berita

Acara Serah Terima (BAST) dari Pemberi hibah kepada Rektor lTS. Didatam

BAST tercantum nitai perotehan aset tetap untuk dicatatkan di datam e-aset

sebagai kekayaan lTS.

2.4.2.2 Penatausahaan Penerimaan dari Kerjasama Tridharma Perguruan

Tinggi

Ruang tingkup kerja sama yang dimaksud datam Peraturan Rektor No.10 tahun

2017 adatah:

1. kerjasama pendidikan;

2. kerjasama penetitian;

3. kerjasama pengabdian kepada masyarakat;

4, kerjasama profesionaU

5. kerjasama pemanfaatan aset ITS;

6. kerjasama komersia[;

7. kerjasama keatumnian dan hubungan internasionat; dan

8. kerjasama lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-u ndangan

Semua penerimaan dari kerjasama pendidikan masuk ke dalam rekening

Rektor metalui skema virtuol occount yang harus tercantum datam kontrak

kerjasamanya.

Untuk penatausahaan penerimaan dari kerjasama pendidikan, diharuskan

semua Fakuttas/ Departemen / Unit yang melakukan perikatan kerjasama

Pendidikan untuk menyerahkan copy kontrak kerjasama Pendidikan dan Surat

Perintah Pencairan Dana (5P2D) ke Biro Keuangan

E



melakukan perikatan kerjasama/kegiatan

membuat surat permintaan pembuatan virtual account

Penerimaan membuat VA melalui SIMONDITS

Penerimaan mengaktifkan VA ke sistem bank

penerimaan membuat surat balasan ke unit terkait pembuatan VA

ke-3 melakukan pembayaran melalui virtual account

ke-3 menerima bukti pembayaran

membuat rekap penerimaan kerjasama

Gambar 2.9 Diagram Atir Penerimaan dari Kerjasama



2.4.2,3 Penatausahaan Pengelolaan Kekayaan pTN Badan Hukum
(Penerimaan Laboratorium, penerimaan Sewa Kantin,

Pemanfaatan SDM, Penerimaan Sewa Rumah Dinas)

1, Penerimaan Laboratorium

Mekanisme penatausahaan pendapatan laboratorium semua penerimaan

hasil kerjasama dan layanan laboratorium harus segera disetorkan ke

rekening Rektor metatui skema yirtual account.

. Pendapatan l'aboratorium di koordinasikan oteh masing-masing

Departemen dan Direktorat;

o Pendapatan laboratorium menambah pagu operasional Departemen dan

laboratorium serta Direktorat, berdasarkan penerimaan yang masuk

metatui virtual account masing-masing taboratorium yang divatidas.i

oleh Bendahara Penerimaan

. Setiap laboratorium akan diberikan Virtual Account

2. Penerimaan Sewa Kantin

o Pendapatan sewa kantin segera disetorkan ke rekening Rektor

o Setiap kantin diberikan virtual account.

3. Penerimaan Sewa Rumah Dinas

Penatausahaan sewa rumah dinas menggunakan virtual account.

Penatausahaan sewa rumah dinas di ITS ada dua yaitu:

1. Sewa rumah dinas bagi pensiunan dan yang masih aktif

2. Sewa rumah dinas atas temuan BPK

4. Penerimaan pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) ITS yang mendapatkan penugasan jabatan di

lnstitusi swasta, perguruan tinggi swasta, BUMN, BUMD, maka pengguna

SDM memberikan kontribusi kepada ITS melalui virtuol occount

berdasarkan kesepakan didatam Perjanjian Kerjasama.

@



perikatan kerjaema/kegiatan dengan pihak ketiga

surat permintaan pembgalan vittuol Account

menbuat Vi ttuo I Account melalui SIMONDITS

mengaktifkan t4rt"o/ Accourt ke sistem bank

membuat surat balasan ke unit terkait pembuatan Virtuol Account

melakukan pembayaGn melaloi Vittuol Account

menerima bukti pembayaran

Gambar 2.10 Diagram Atir Penerimaan Dana

dari Kekayaan PTN Badan Hukum (koreksi)

PIHAK KETIGA
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2.4.2.4 Penatausahaan Penerimaan Pengelotaan Dana Abadi

Dana abadi adatah sebuah kumputan dana yang diketota untuk tujuan
menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan manajemen. ITS pTN

Badan Hukum mengumputkan dana abadi dari para atumni, satdo awa[ sebesar

2.5%, kontribusi dari masyarakat dan pajak wakaf. penatausahaan dana abadi

ditakukan melalui virtuol occount. Dana Abadi diketota dan

ditumbuhkembangkan metatui Deposito, Badan Wakaf lndonesia, SUKUK, dan

jasa keuangan yang aman serta beresiko rendah Hasil pengetotaanya

digunakan untuk pengembangan tridharma perguruan tinggi dan beasiswa

mahasiswa.



ke-3 (perseorangan/badan/ embaga) mendaftar sebagai donatur ke unit DIKK

membuat surat permintaan pembuatan 14rtudl Account ke Bendahara Penerimaan

membuat Virtuol/ccount melalui 5lM0NDlTS

Peneri maan mengaklifkan Vi rtuol Acc o u nt ke sistem bank

penerimaan membuat surat balasan ke unit terkait pembuatan Virtuol Account

ke-3 melakukan pembayaran melalui Virtuol Account

penerimaan membuat rekap penerimaan dana abadi

Gambar 2.11 Diagram Atir Penerimaan Dana Abadi



2.4.2.5 Penatausahaan Usaha PTN Badan Hukum (Usaha Mandiri dan

Pengelolaan Kerjasama)

Mekanisme penerimaan usaha mandiri (Unit Graha, Wisma, UpT Fasor, UpT

Bahasa dan Budaya, UPT Percetakan dan penerbitan ) dan pengetotaan

kerjasama menggunakan virtuol account yang sudah terintegrasi dengan

SIMONDITS-
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Gambar 2.12 Diagram Atir Penerimaan dari Usaha Mandiri



2.4.2.6 Prosedur permintaan Faktur pajak Untuk penerimaan Kerjasama,

Pemanfaatan Aset (tingkup DKpU), dan Unit Usaha Mandiri

Prosedur permintaan faktur pajak sebagai berikut :

1. Proyektan mengajukan permohonan pembuatan invoice dengan

me[ampirkan ringkasan kontrak perjanjian (khusus kerjasama) ke

Direktorat Kerjama dan Pengetola Usaha (DKpU)

2. Direktorat Kerjasama dan Pengetotaan Usaha (DKpU) memvatidasi data dan

membuat lnvoice dan disampaikan ke Biro Keuangan metatui Kasubbag

Akuntansi dan Perpajakan

3. Kasubbag Akuntansi dan Perpajakan memvatidasi surat dan

mendisposisikan ke BPP pajak untuk dibuatkan faktur

4. BPP pajak menerbitkan faktur pajak kemudian dikirim metal.ui emait ke

DKPU

5. Permintaan faktur pajak untuk butan berjatan pating tambat tanggat 25,

jika melewati tanggal 25 akan dibuatkan faktur pajak pada bulan

berikutnya

6. Pada tanggal 25 bulan t BPP pajak konfirmasi ke DKpU terkait fakrur pajak

yang tetah diterbitkan pada butan t-1 untuk dibayarkan

7. DKPU memvatidasi data faktur pajak yang vatid dan disampaikan ke Bpp

pajak

8. BPP pajak metakukan proses pembayaran metatui MpN G2 BNI Direct dan

melatukan pelaporan SPT butan t-1 pating tambat akhir butan t.



Gambar 2.13. Diagram Atir Permintaan Faktur Pajak Untuk Penerimaan

Kerjasama, Pemanfaatan Aset
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2.4.2.7 Prosedur Permintaan Faktur Pajak Untuk Penerimaan

Laboratorium Dan Kegiatan

Prosedur permintaan faktur pajak sebagai berikut :

1. Petaksana kegiatan dan Kepata Laboratorium membuat surat permohonan

penerbitan faktur pajak, dengan metampirkan invoice dan ringkasan

kontrak perjanjian ke Biro Keuangan

2. BPP Pajak Biro Keuangan memvalidasi data /nvoice

3. Kasubbag Akuntansi dan Perpajakan Biro Keuangan memvatidasi surat dan

mendisposisikan ke BPP Pajak Biro Keuangan untuk dibuatkan faktur

4. BPP pajak Biro Keuangan menerbitkan faktur pajak kemudian dikirim

metatui email Pelaksana Kegiatan dan Kepata Laboratorium

5. Permintaan faktur pajak untuk butan berjalan pating lambat tanggat 25,

jika metewati tanggat 25 akan dibuatkan faktur pajak pada butan

berikutnya

6. Pada tanggal 25 butan t BPP Pajak Biro Keuangan konfirmasi ke Petaksana

Kegiatan dan Kepata Laboratorium terkait faktur pajak yang telah

diterbitkan pada bulan t-1 untuk dibayarkan

7. Petaksana Kegiatan dan Kepata Laboratorium memvalidasi data faktur

pajak yang valid dan disampaikan ke BPP pajak Biro Keuangan.

8. BPP pajak Biro Keuangan metakukan proses pembayaran melatui MPN G2

BNI Direct dan metatukan pelaporan SPT butan t-'1 pating lambat akhir

butan t.

E



Gambar 2.14. Diagram Atir Permintaan Faktur Pajak Untuk

Penerimaan Kegiatan dan Laboratorium



2.4.2,8 Prosedur Perbaikan dan Pembatalan Faktur pajak Untuk

Kerjasama DKPU, Penerimaan UPT dan Laboratorium

Prosedurnya pembatatan faktur pajak sebagai berikut :

1. Team Leoder Kerjasama DKPU, Manajer UPT dan Kepala Laboratorium

membuat surat permohonan penggantian dan pembatatan faktur pajak

dengan metampirkan ringkasan kontrak perjanjian ke Biro Keuangan

2. Bendahara Penerimaan Biro Keuangan memvalidasi penerimaan dana.

3. Kasubbag Akuntasi dan Perpajakan Biro Keuangan memvatidasi surat dan

mendisposisikan ke BPP Pajak Biro Keuangan untuk diproses penggantian

atau pembetutan faktur pajak

4. BPP pajak Biro Keuangan menerbitkan faktur pajak penggantian dan

pembatatan kemudian dikirim metatui email team leoder kerja sama

DKPU, Manajer UPT dan Kepata Laboratorium

@



Gambar 2.15. Diagram Atir Penggantian dan Pembatatan Faktur

Pajak

Ivlulai



2.5 Penatausahaan dan Fungsi Rekening penerimaan

Tabet 2.1 Rekening Penerimaan

OPERASIONAL ITS
PTN BADAN
HUKUM MHS
BARU

OPERASIONAL ITS
PTN BADAN
HUKUM PENDD.
PROF

Nomor Rekening

0049842555

0049842577

No Nama . Fungsi Rekening

Pendaftaran on |ine
(H2H) Bank BNI

BNI

4

OPERASlONAL ITS
PTN BADAN
HUKUM DIPA
KEMENTERIAN

OPERASIONAL ITS

PTN BADAN
HUKUM
PENAMPUNG
SEMENTARA

OPERASIONAL ITS
PTN BADAN
HUKUM BIAYA
PENDIDIKAN
ENDOWMENT
FUND ITS

BENDAHARA
PENER]MAAN ITS

BENDAHARA
PENERIMAAN ITS

0049842588

0117993428

01 s4882485

4984201801

0870296007

0904800251

Kerjasama pendidikan,
pinjaman, LPPM (Hibah
penelitian ), Kerjasama
PPM (BPPU),
Vokasional, TPA,
Sponsor, Kerjasama
lainnya dan
Laboratorium
Penerimaan Usaha
Penunjang

Pengembalian TAYL,
Pembayaran Wisuda
online (H2H), Unit
Usaha Penunjang (UUP)

Biaya pendidikan on
line (H2H) Bank BNl,
Mahasiswa bayar
manual
Dana Abadi

Deposito

Deposito

Biaya pendidikan on
Iine (H2H) Bank BTN

Deposito

BTN

oPERASTONAL rTS 00002.01.30.000648.3
PTN BADAN
HUKUM BIAYA
PENDIDIKAN
PENGELOLAAN
KAS ITS PTN
BADAN HUKUM

2

3

5

7

8



BRI

OPERASIONAL ITS
PTN BADAN
HUKUM
PENAMPUNG
SEMENTARA

OPERAS!ONAL ITS
PTN BADAN
HUKUM BIAYA
PENDIDIKAN
PENGELOLAAN
KAS ITS PTN
BADAN HUKUM
OPERASIONAL lTS
PTN BADAN
HUKUM
PENAMPUNG
SEMENTARA

OPERASIONAL lTS
PTN BADAN
HUKUM
KERJASAMA
OPERASIONAL ITS
PTN BADAN
HUKUM BIAYA
PENDIDIKAN

lTS PTN BDN HKM
UTK OPR REKTOR

OPERASIONAL ITS
PTN BADAN
HUKUM BIAYA
PENDIDIKAN
OPERASIONAL ITS
PTN BADAN
HUKUM
PENAMPUNG
SEMENTARA
REKTOR ITS

ITS PTN BADAN
HUKUM UTK OPR
REKTOR
ENDOWMENT
FUND lTS

00338-01-30-000037-9

0211.01.000s62.30.2

211-01-001412-30-6

001 1 1 59621

Penerimaan diluar
biaya pendidikan

Biaya pendidikan on
Iine (HZH) Bank BRI

Deposito

Penerimaan diluar
biaya pendidikan

Kerjasama penelitian &
PPM Pemda (Bank Jatim
Basra)

Biaya pendidikan on
Iine (H2H) Bank Jatim

Kerjasama penelitian &
PPM Pemda (Bank Jatim
Soetomo)

Biaya pendidikan on
Iine (H2H) Bank Mandiri

Penerimaan diluar
biaya Pendidikan

Bank Jatim
1

Bank Mandiri

1951000201

0321023797

141 .00.0100054-6

140.00.0010054.6

5003000021632857 Deposito

14O-OO-4O100100 DanaAbadi4



Bank BNI SYARIAH
1 ITS PTN BH UTK

OPERASIOANAL
REKTOR

Bank Syariah Mandiri
1 ITS PTN BH UTK

OPERASIONAL
REKTOR

101 157 101 1

55101 11957

Biaya Pendidikan on
line HZH BNI Syariah

Biaya Pendidikan on
Iine H2H BSM

2.6 Laporan Rekonsiliasi Bank dan Piutang dengan Bagian Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan

Bendahara Penerimaan Biro Keuangan metakukan rekonsitiasi terkait satdo

rekening Rektor dan piutang setiap butan pada tanggat 10 butan berikutnya.

Laporan rekonsitiasi Bendahara Penerimaan berupa Berita Acara Rekonsitiasi

(BAR) yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dengan penyusun

laporan keuangan pada Bagian Akuntansi dan Petaporan Keuangan.



NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA

BENDAHARA

PENERIMMN UNITAKUNTANSI

1

2

3

4

5

Bendahara penerimaan melakukan entry jurnal penerimaan dan

pendapatan keSlM Keuangan

Unit Akuntansi melakukan verifikasi atasjurnal yang dibuat oleh

bendahara penerimaan

Unit Akuntansi mencetak dokumen berita acara rekonsiliasi saldo

rekening rektor (BAR) dan pendapatan diterima dimuka

Bendahara Penerimaan menerima/menolak dan menandatangi BAR

2
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Gambar 2.16. Diagram Atir Rekonsitiasi Bank dan Piutang

mad Ashari, M.Eng
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Ha[aman ini sengaja dikosongkan



LAMPIRAN 3
MEKANISME DAN TATA CARA

PEMBAYARAN



LAMPIRAN 3

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2O2O

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLMN KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

3, MEKANISME DAN TATA CARA PEMBAYARAN

3.1 Mekanisme dan Tata Cara Pembayaran

Mekanisme dan tata cara pembayaran kegiatan dengan memperhatikan

anggaran yang bersumber dari APBN atau Non PNBP. Belanja pegawai

bersumber dari APBN pembayarannya metalui pengajuan LS ke KPPN,

sedangkan betanja yang bersumber dari APBN Kementerian, BPPTN Badan

Hukum dan Non PNBP pembayarannya melatui Uang Muka Kegiatan (UMK) atau

langsung (LS) dengan mekanisme Cash Manojemen System.

3,2 Dana bersumber dari APBN

3.2.1 Dana Betanja Pegawai

Pendanaan APBN berupa betanja pegawai untuk PNS. Mekanisme pembayaran

metatui pengajuan LS kepada KPPN Surabaya l. Betanja pegawai dibayarkan

metatui mekanisme SPM LS.

3.2.1,1 Perkiraan Pencairan Dana Harian

Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH) merupakan perencanaan pengetuaran

kas atas belanja gaji (termasuk tunjangan ketuarga dan tunjangan jabatan),

tunjangan profesi, tunjangan kehormatan, tunjangan tugas betajar, uang

makan, dan uang [embur. PPDH ditakukan menggunakan aplikasi Sistem

Pengelolaan Rekening Terintegrasi (SPRINT) Kementerian Keuangan. Pengisian

PPDH mengikuti jadwat perencanaan pembayaran yang tetah ditetapkan oleh

Pejabat Pengetotaan Administrasi Betanja Pegawai (PPABP).

E



3.2.1 ,2 SPM-LS Gaji lnduk/ Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/ Gaji Terusan

Persyaratan untuk proses Pembayaran SPM-L5 gaji harus ditengkapi dengan:

a. Daftar gaji induk/gaji susutan/kekurangan gaji/gaji terusan yang

ditandatangani PPK Betanja Pegawai;

b. SK CPNS, SK PNS, 5K Kenaikan pangkat, SK pengangkatan datam jabatan,

Kenaikan Gaji Berkata (KGB), SK Pensiun;

c. Surat pernyataan petantikan, Surat Pernyataan masih Menduduki Jabatan

(SPMJ), Surat Pernyataan Metaksanakan Tugas (SPMT);

d. Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan PNS (KP4), fotocopy surat

nikah, akte kelahiran, akte kematian, surat keterangan masih sekotah,

kartu ketuarga;

e. Surat Setoran Pajak (E-Billing) PPh pasat 21;

f. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);

C. Arsip Data Komputer (ADK) Aptikasi Gaji PNS Pusat (GPP);

h. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Pembayaran Gaji; dan

i. Surat Perintah Membayar (SPM) LS Gaji.

3.2.1.3 SPM-LS Lembur/ Uang Makan/Tunjangan

Persyaratan untuk proses Pembayaran SPM-LS atas uang tembur/ uang makan/

tunjangan pegawai harus ditengkapi dengan :

a. Untuk tembur ditengkapi dengan beberapa persyaratan, sebagai berikut :

(1) daftar hadir pegawai (absen menggunakan finger print);

(2) entry data lembur pada SlM lntegra di validasi oteh Pimpinan Unit

Kerja dan diverifikasi oteh Direktorat Perencanaan dan

Pengembangan (DPP);

(3)jumtah jam lembur per bulan batasan maksimal adalah 40 jam;

(4) besar uang lembur pada hari libur sebesar 200% dari besar uang

lembur hari kerja

(5) besar uang lembur pada hari raya ldul Fitri (2 hari) sebesar 300% dari

besar uang lembur hari kerja

E



b.

c.

(6) daftar perhitungan penerimaan [embur yang ditandatangani ppK

BeLanja Pegawai, Bendahara pengeluaran, dan ppABp;

(7) Surat Perintah Kerja Lembur (SpKL) dan Surat setoran pajak (SSp) pph

pasal 21 . Dasar nilai pembayaran lembur mengacu pada pMK

No.78lPMK.02l2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran

2020.

Uang makan ditengkapi dengan daftar hadir pegawai (finger print),

daftar perhitungan dan penerimaan uang makan yang ditandatangani

PPK Betanja Pegawai dan Bendahara pengeluaran, serta Surat setoran
pajak (SSP) PPh pasat 21;

Pembayaran tunjangan pegawai antara lain : tunjangan sertifikasi dosen,

tunjangan kehormatan guru besar, dan tunjangan lainnya dil.engkapi

dengan Surat Keputusan Rektor tentang pemberian tunjangan, daftar
pembayaran tunjangan yang ditandatangani PPK Betanja pegawai, ppABp

dan Bendahara Pengetuaran, dan Surat Setoran Pajak (SSp) pph pasal. 21 .

3.2.2 Dana Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BppTN Badan Hukum)

Dana BPPTN Badan Hukum adalah dana yang terdapat datam DlpA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DITJEN DIKTI (pTN Badan Hukum

lnstitut Teknologi Seputuh Nopember). Dana BPPTN Badan Hukum setetah

masuk ke datam rekening penerimaan ITS menjadi Non pNBp. Mekanismenya

me[atui sistem blockgrant (hibah). Sistem block granf (hibah) ini dil.akukan

metatui mekanisme pengajuan atas dana kegiatan per triwutan kepada

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan memberikan rincian

penggunaan dana. Pengajuan dana dengan metampirkan:

a. Target kinerja;

b. Kebutuhan biaya penyetenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di

luar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) pada pTN Badan

Hukum;

c. Perhitungan satuan biaya operasional pada Perguruan Tinggi dan

rencana penerimaan PTN Badan Hukum.



3.2.2.1 Pembayaran Uang Muka Kegiatan (UMK) Operasional dan

Kegiatan BPPTN Badan Hukum

Pengajuan usulan uang muka kegiatan (UMK) pada bulan t+1 (butan depan),

dengan tahapan dan persyaratan sebagai berikut :

a. Pengajuan UMK pada minggu ke 3 (tiga) butan t (butan sekarang)

dengan syarat :

o Unit Kerja tetah mengentry SPJ butan t ke datam SIM lntegra

(SPJ integra);

. Unit Kerja menyerahkan SPJ butan t-1 tanggal 7 butan t ke Biro

Keuangan;

b. Biro Keuangan merekapitulasi hasit tetaah persyaratan dokumen SPJ

butan t-1 dan menyerahkan ke Kantor Audit lnternal pada tanggal
'15 bulan t;

c. Pada awal butan t+1, Biro Keuangan dan Kantor Audit lnternal

metakukan verifikasi dan persetujuan pengajuan usulan UMK butan

t+1;

d. ApabiLa persyaratan pada huruf a, b, dan c dipenuhi, maka

dilakukan pembayaran UMK pada bulan t+'l .

e. Apabita persyaratan pada huruf a, b,dan c tidak dipenuhi, maka

pembayaran UMK pada butan t+1 ditunda.

@
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Gambar 3.1. Diagram Atir Pengajuan Usutan Uang Muka Kegiatan

(UMK) Dana BPPTN Badan Hukum



Prosedur Pembayaran dana BPPTN Badan Hukum ditakukan metatui

mekanisme berikut:

a. Pengelola Keuangan Unit Kerja mengajukan UMK metatui SIM RBA

pada menu pengajuan UMK dan pengajuan UMK mendapatkan

persetujuan dari Pimpinan Unit;

b. Bendahara Pengetuaran mengesahkan UMK

c. Bendahara Pengeluaran melakukan otorisasi pembayaran dana unit

melatui Cash Manogement System yang setanjutnya akan diotorisasi

tebih tanjut oleh pejabat terkait;

d. Wakit Rektor ll melakukan release terkait pengajuan dana metatui

Cosh lvlanagement System langsung kepada unit

E



Gambar 3.2 : Diagram Atir Pembayaran

BPPTN Badan Hukum

UMK Operasional dan Kegiatan

Pengajuan
t-|1\4K pada
SII\,1 RT}A

t
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3.2.2,2 Pembayaran LS Kegiatan BppTN Badan Hukum

3.2,2,2.1 Pengadaan Barang dan Jasa

a. Proses Pengadaan Barang dan Jasa mengikuti peraturan Rektor

Nomor 19 tahun 2019 tentang pengadaan Barang/Jasa Dana

Non PNBP lnstitut Teknotogi Seputuh Nopember.

b. Pelaksana pengadaan barang/jasa yaitu:

b.1 Nitai pengadaan diatas Rp50.000.000,- sampai dengan

Rp200.000.000,- dilaksanakan oteh Unir Kerja

b.2 Nitai pengadaan diatas Rp200.000.000,- ditaksanakan oteh

UKPBJ

c, Pembayaran dengan nominaI diatas Rp50.000.000,00 harus

ditakukan metalui mekanisme LS;

PPK mengajukan permohonan pembayaran kepada Wakit

Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana prasarana

dengan ditengkapi:

. Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima

termasuk daftar barang/jasa dan spes.ifikasinya;

. Berita Acara Pembayaran;

. Kuitansi ber materai Rp6.000,-

. E-Faktur Pajak;

. Surat Perintah Kerja (SPK)

' Dokumen Kontrak

Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana dan Kepata Biro Keuangan menginstru ksikan

Bendahara Pengetuaran untuk memproses pembayaran kepada

pihak ketiga sesuai dengan hasiI pengujian tagihan dan

dokumen kontrak;

Pimpinan Unit Kerja/ Bendahara Pengeluaran metakukan

pengajuan LS metatui SIM RBA;

Bendahara Pengeluaran mengesahkan pengajuan LS tersebut

dan memproses Pembayaran dana metatui Cash lvlanagement

System untuk diotorisasi pejabat terkait;

d.

f.

c.



h. wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan sarana

Prasarana metakukan releose terkait pengajuan dana metatui

Cash Monagement System langsung kepada pihak ketiga

(Rekanan).

i-".**..----------)

Gambar 3.3 Diagram Atir Pembayaran LS Kegiatan BPPTN Badan Hukum

Pekerjaan Kontraktua[



3.2.3 Dana APBN Kementerian (APBN - K)

Dana APBN Kementerian adatah penerimaan ITS dari APBN Kementerian.

3.2.3.1 Pembayaran uang Muka Kegiatan (uMK) operasional dan

Kegiatan Dana APBN Kementerian

Persyaratan dan pengajuan usutan Uang Muka Kegiatan (UMK) pada butan t+1

(butan depan), dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pengajuan UMK pada minggu ke 3 (tiga) butan t (butan sekarang)

dengan syarat :

o Unit Kerja tetah mengentry SPJ butan t ke datam SIM lntegra

(SPJ integra);

. Unit Kerja menyerahkan SPJ butan t-1 tanggal 7 butan t ke Biro

Keuangan;

b. Biro Keuangan merekapitutasi hasiI tetaah persyaratan dokumen SPJ

butan t-1 dan menyerahkan ke Kantor Audit lnternal pada tanggat

15 butan t;

c. Pada awal butan t+1, Ka. Biro Keuangan dan Ka. Kantor Audit

lnternal metakukan verifikasi dan persetujuan pengajuan usutan

UMK butan t+1;

d. Apabita persyaratan pada huruf a, b, dan c, dipenuhi, maka

ditakukan pembayaran UMK pada butan t+1.

e. Apabita persyaratan pada huruf a, b, dan c tidak dipenuhi, maka

pembayaran UMK pada butan t+1 ditunda.



disetujui

Gambar 3.4. : Diagram Alir Pengajuan Usutan Uang Muka Kegiatan

(UMK) Dana APBN Kementerian



Prosedur

berikut :

a.

b.

pembayaran dana APBN Kementerian ditakukan melatui mekanisme

Unit Kerja mengusutkan pagu RBA sesuai

masuk di rekening Rektor ITS;

Permohonan UMK harus ditakukan metatui

nitai SP2D yang sudah

SIM RBA pada menu

c.

d.

pengajuan UMK;

Pengajuan UMK mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Unit.

Bendahara Pengetuaran metakukan pengesahan UMK

Bendahara pengetuaran metakukan otorisasi pembayaran dana unit

metatui Cash Monagement System yang selanjutnya akan diotorisasi

tebih tanjut oteh pejabat terkait;

Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana

metakukan metakukan releose terkait pengajuan dana metalui Cash

lAanagement System langsung kepada unit.

f.
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3.2.3.2 Pembayaran LS Kegiatan Dana APBN Kementerian

3.2.3.2.1 Pengadaan Barang dan Jasa

a. Proses Pengadaan Barang dan Jasa mengikuti Peraturan Rektor Nomor

19 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dana Non PNBP

I nstitut Teknotogi Sepuluh Nopember

b. Pelaksana pengadaan barang/jasa yaitu:

b.1 Nitai pengadaan di atas Rp50.000.000,- sampai dengan

Rp200.000.000,- dilaksanakan oteh Unit Kerja

b.2 Nitai pengadaan di atas Rp200.000.000,- ditaksanakan oteh

UKPBJ

c. Pembayaran dengan nominal di atas Rp50.000.000,- harus dilakukan

dengan metatui mekanisme LS;

d. PPK mengajukan permohonan pembayaran kepada Wakit Rektor

Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana dengan

ditengkapi:

. Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima

termasuk daftar barang/jasa dan spesifikasinya;

. Berita Acara Pembayaran;

' Kuitansi ber materai RP6.000,-;

. E-Faktur Pajak;

. Surat Perintah Kerja (SPK)

' Dokumen Kontrak

e. WakiL Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana

dan Kepata Biro Keuangan menginstruksikan Bendahara Pengeluaran

untuk memproses pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan

hasit pengujian tagihan dan dokumen kontrak;

f. Pimpinan Unit Kerja/Bendahara Pengetuaran melakukan pengajuan

LS metatui SIM RBA;

g. Bendahara Pengetuaran mengesahkan pengajuan LS tersebut dan

pembayaran dana metatui Cash Monagement System untuk diotorisasi

pejabat terkait;



h. wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan sarana Prasarana

meIakukan release pengajuan dana metatui Cash Management

System langsung kepada pihak ketiga (Rekanan).

Gambar 3.6 Diagram Atir Pembayaran LS Kegiatan Dana APBN Kementerian :

Pekerjaan Kontraktua[
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3. 2. 3. 2. 2 Pembayaran Beasiswa

a. Unit Kerja pengetota beasiswa mengusulkan pagu RBA sesuai

nitai SP2D yang sudah masuk di rekening Rektor ITS;

b. Pimpinan Unit Kerja pengelota beasiswa mengirim surat

permohonan pembayaran beasiswa kepada WakiL Rektor

Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana dengan

metampirkan:

. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemberian Beasiswa;

. SK Penetapan Beasiswa;

. Berita Acara Pembayaran yang ditampiri Kuitansi/ Daftar

Penerimaan Pembayaran Beasiswa;

c. Unit Kerja pengetota beasiswa mengajukan permintaan dana

LS menggunakan SIM RBA;

d. Bendahara Pengetuaran mengajukan proses pembayaran

beasiswa menggunakan Cash Management Systern untuk

diotorisasi pejabat terkait;

e. WakiI Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana metakukan metakukan release terkait pengajuan

dana metatui Cash Monogement System langsung kepada

penerima beasiswa.

@



Gambar 3.7 Diagram Atir Pembayaran Beasiswa
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3.2.3.2.3 Pembayaran Dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

a. Unit kerja mengusulkan pagu RBA sesuai nitai SP2D yang sudah

b.

masuk di rekening Rektor ITS;

Pimpinan Unit Kerja mengirim surat permohonan Pembayaran

dana penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat kepada

WakiI Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana dengan metampirkan

. SK penetapan penerima dana penetitian / pengabdian

kepada masyarakat;

. Kontrak penetitian antara penetiti / pengabdi dengan

Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;

. Surat Pernyataan TanggungJawab Muttak (SPTJM) Ketua

penetiti/ pengabdi;

. Surat Perjanjian Petaksanaan Penetitian / pengabdian

kepada Masyarakat;

. Berita Acara Serah Terima Laporan Kegiatan dan Keuangan

Penetitian / pengabdian kepada Masyarakat;

. Berita Acara Pembayaran;

. Kuitansi/ daftar penerimaan dana penelitian /pengabdian

kepada masyarakat (mencantumkan nama pada rekening

dan nomor reken ing).

Unit Kerja mengajukan dana secara LS menggunakan SIM RBA;

Bendahara Pengeluaran mengajukan proses pembayaran dana

menggunakan Cosh Monagement System untuk diotorisasi

pejabat terkait;

WakiI Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana metakukan metakukan release terkait pengajuan

dana metatui Cash Management System langsung kepada

penetiti.

c.

d.



Gambar 3.8 Diagram Atir Pembayaran Dana Penetitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat

v



3.2.4 Dana Non PNBP

Mekanisme pembayaran dana Non PNBP diproses melatui Cosh Management

system. sebetum metakukan pengajuan uMK, unit Kerja menyusun RBA

metatui SIM RBA. Setiap pengajuan, unit Kerja harus mendapatkan otorisasi

datam SIM RBA.

3.2.4.1 Pembayaran uang Muka Kegiatan (uMK) operasionaI dan

Pengembangan

3.2.4.1.1 Pembayaran Uang Muka Kegiatan (uMK) operasional Rutin

Pengajuan usutan uang muka kegiatan (uMK) pada butan t+1 (butan depan),

dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pengajuan UMK pada minggu ketiga butan t (butan sekarang)

dengan syarat ;

1. Unit Kerja tetah mengentry SPJ butan t ke datam SIM lntegra

(SPJ integra) sebesar minimal 75% dari Uang Muka Kegiatan

(uMK)

2. unit Kerja tetah mempertanggungjawabkan dan mengirimkan

SPJ fisik butan t-1 (butan sebetumnya) maksimat tanggat 7 butan

t untuk diverifikasi ke Kantor Audit lnternat;

b. Pada awal butan t+1, Biro Keuangan dan Kantor Audit Internal

metakukan verifikasi dan persetujuan pengajuan usutan UMK butan

t+1;

c. Apabita persyaratan pada huruf a dan b dipenuhi, maka ditakukan

pembayaran UMK pada butan t+1

d. Apabita persyaratan pada huruf a dan b tidak dipenuhi, maka

pembayaran UMK pada butan t+1 ditunda.

Satdo penggunaan UMK butan t dapat tidak dikembatikan ke Rekening Wakit

Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana dengan syarat

SPJ butan t mencapai minimal 75%.
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Gambar 3.9. Diagram Atir Pengajuan Usutan Uang Muka Kegiatan

(UMK) Dana Non PNBP
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3.2.4.1 .ZPembayaran Uang Muka Kegiatan (UMK) Kegiatan pengembangan

Dengan Dana Non PNBP, BPPTN Badan Hukum atau ApBN

Kementerian

Pengajuan usutan Uang Muka Kegiatan (UMK) pengembangan dengan tahapan

sebagai berikut :

a. Pengajuan UMK pengembangan dikecualikan dari jadwal pengajuan

uang muka operasional rutin.

b. Mekanisme pengajuan dan pertanggungj awaban anggaran kegiatan

pengembangan mengacu pada surat edaran Wakil Rektor Bidang

Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana No.

47227 I lT2. ll I TU. 00. 08 / 201 9, tan ggal 27 Mei 201 9.

3.2.4,2 Prosedur Pembayaran UMK Operasional Rutin Dan Pengembangan

Dana Non PNBP

secara umum ditakukan melatui mekanisme berikut:

a. Permohonan UMK harus dilakukan metatui SIM RBA pada menu

pengajuan UMK;

b. Pengajuan UMK mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Unit

Kerja;

c. BPP Pusat metakukan otorisasi pembayaran dana unit melalui

Cash Management System yang selanjutnya akan diotorisasi

tebih lanjut oteh pejabat terkait;

d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana melakukan releose terkait pengajuan dana metalui

Cosh lvlonogement System langsung kepada unit



Gambar 3.10 Diagram Atir Pembayaran UMK Kegiatan Dana Non pNBp



3.2.4.3 Pembayaran LS

3,2.4.3.1 Pengadaan Barang dan Jasa

a. Proses Pengadaan Barang dan Jasa mengikuti peraturan Rektor

Nomor 19 tahun 2019 tentang pengadaan Barang/Jasa Dana Non

PNBP lnstitut Teknotogi Sepuluh Nopember.

b. Petaksana pengadaan barang/jasa yaitu:

b.1 Nitai pengadaan di atas Rp50.000.000,- sampai dengan

Rp200.000.000,- ditaksanakan oleh Unit Kerja

b.2 Nitai pengadaan di atas Rp200.000.000,- ditaksanakan oteh

UKPBJ

c. Semua pengadaan barang/jasa dengan nominal di atas

Rp50.000.000,- harus ditakukan dengan melalui mekanisme LS;

d. PPK mengajukan permohonan pembayaran kepada Wakit Rektor ll

dengan ditengkapi:

. BAP dan BAST termasuk daftar barang/jasa dan

spesifikasinya;

* BAPP;

. Kuitansi ber mataerai Rp.6.000,-;

. E-Faktur Pajak;

. Surat Perintah Kerja (SPK)

. Dokumen Kontrak/SPK

Wakit Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Sarana

Prasarana dan Kepata Biro Keuangan mengi nstruksikan BPP Pusat

untuk memproses pembayaran kepada pihak ketiga sesuai

dengan hasil pengujian tagihan dan dokumen kontrak;

Unit Kerja/ BPP Pusat me[akukan pengajuan LS metalui SIM RBA;

BPP Pusat mengajukan proses pembayaran dana melatui Cash

Management System untuk diotorisasi pejabat terkait;

Wakit Rektor ll melakukan releose terkait pengajuan dana

metalui Cash Monagement System langsung kepada pihak ketiga

(penyedia barang/ jasa).

f.

g.

h.



Gambar 3.11 Diagram Atir Pembayaran
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3.2.4.3.2Pembayaran TPB dan IKITS

a. Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan menerima pengajuan TpB

dan IKITS yang sudah divatidasi oteh Direktorat Perencanaan dan

Pengembangan (DPP);

b. Pengajuan TPB dan IKITS metatui LS menggunakan SIM RBA;

c. BPP Pusat mengajukan proses pembayaran menggunakan Cosh

l^onagement System untuk diotorisasi pejabat terkait;

d. Wakit Rektor ll melakukan release terkait pengajuan dana

metatui Cosh Monogement System langsung kepada penerima.



Gambar 3.12 Diagram Atir Pembayaran TPB dan IKITS

w



3.2.4.3.3 Pembayaran Uang Lembur

a. Unit Kerja memasukkan daftar [embur metalui SIM lntegra

beserta persyaratannya dan diserahkan ke Direktorat

Perencanaan dan Pengembangan (DPP) ditembuskan ke Biro

Keuangan;

b. Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan menerima pengajuan

uang lembur yang sudah divalidasi oteh ke Direktorat

Perencanaan dan Pengembangan (DPP) ;

c. Pengajuan uang lembur metatui LS menggunakan SIM RBA;

d. BPP Pusat mengajukan proses pembayaran uang [embur

menggunakan Cosh ly'ranagement System untuk diotorisasi

pejabat terkait;

e. Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana melakukan melakukan releose terkait pengajuan uang

lembur metatui Cosh Management System langsung kepada

rekening masing-masing penerima.



Gambar 3.13 Diagram Atir Pembayaran Uang Lembur
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3.2.4.3.4 Pembayaran Dana Kerja sama

Prosedur Pembayaran dana kerja sama adalah sebagai berikut:

a. Direktorat Kerjasama dan Pengetotaan Usaha (DKPU) menyusun

t.

RBA;

Direktorat Kerjasama dan Pengelotaan Usaha (DKPU) metakukan

pengajuan UMK menggunakan SIM RBA;

Direktorat Kerjasama dan Pengetotaan Usaha (DKPU) mengirim

surat permohonan pembayaran dana kepada Wakit Rektor Bidang

Perencanaan Keuangan dan Sarana Prasarana dengan metampirkan

. Tabet perhitungan dari Direktorat Kerjasama dan Pengetolaan

Usaha (DKPU);

. e-Faktur dan bukti bayar pajak (apabita sudah terbayar);

. Bukti pembayaran yang sudah ditransfer ke rekening Rektor;

. Foto kopi buku rekening tabungan proyektan.

Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana

dan Kepata Biro Keuangan menginstruksikan BPP Pusat untuk

memproses pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan hasil

pengujian tagihan dan dokumen persyaratan;

BPP Pusat metakukan pengajuan pembayaran dana metalui Cosh

lvlanogement System untuk diotorisasi pejabat terkait;

Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana

melakukan release terkait pengajuan dana metatui Cosh

Management System langsung kepada petaksana kerjasama.

b.

d.

E



Gambar 3.14 Diagram Atir Pembayaran Dana Kerjasama

Unit Pengclola
Kcr.iasanra (LIPK)
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3.2,4.3.5 Pembayaran Beasiswa

a.

b.

Unit Kerja pengetola beasiswa menyusun RBA;

Unit Kerja pengetota beasiswa mengirim surat permohonan

pembayaran kepada Wakit Rektor Bidang Perencanaan,

Keuangan dan Sarana Prasarana metakukan dengan

metampirkan

. Surat Perjanjian petaksanaan pemberian beasiswa;

. SK penetapan beasiswa;

. Berita Acara Pembayaran yang ditampiri kuitansi/ daftar

penerimaan pembayaran beasiswa;

Unit Kerja pengelota beasiswa mengajukan permintaan

beasiswa LS metatui SIM RBA;

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana dan Kepala Biro Keuangan mengi nstru ksi kan BPP

Pusat untuk memproses pembayaran kepada penerima

beasiswa sesuai dengan dokumen persyaratan;

BPP Pusat mengajukan proses pembayaran menggunakan Cosh

Manogement System untuk disetujui pejabat terkait;

WakiI Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana metakukan releose terkait pengajuan dana metatui

Cosh Monogement System langsung kepada penerima beasiswa.

f.

c.

d.



Gambar 3.15 Diagram Alir Pembayaran Beasiswa

v Release oleh
Wakil

Rektor ll



3.2.4.3.6 Pembayaran Dana Pene litian/pengabdian kepada Masyarakat

a. Unit Kerja pengetola penetitian dan pengabdian kepada

Masyarakat menyusun RBA;

b. Unit Kerja pengelota penetitian dan pengabdian kepada

Masyarakat mengirim surat permohonan pembayaran dana

kepada Wakil Rektor Bidang perencanaan, Keuangan dan

Sarana Prasarana dengan melampirkan:
. Surat Perjanjian Petaksanaan penetitian / pengabdian kepada

masyarakat;

' SK Penetapan pemberian dana penetitian/pengabdian

kepada masyarakat;

. Berita Acara Serah Terima laporan kegiatan dan keuangan

penelitian

. Kontrak penelitian / pengabdiankepada masayarakat antara

penetiti/pengabdi dengan Direktur Riset dan Pengabdian

kepada Masyarakat;

. Surat Pernyataan TanggungJawab Muttak (SPTJM) Ketua

peneIiti/ pengabdi;

' Berita Acara Pembayaran yang ditampiri kuitansi/ daftar

penerimaan pembayaran dana penetitian / pengabdian

kepada masyarakat;

. Khusus penetitian dengan sumber dana dari Departemen :

o Wajib metampirkan laporan akhir, apabita betum

terpenuhi wajib metampirkan SPTJM kop Departemen.

o Foto copy buku tabungan penetiti/pengabdi.

c. Unit Kerja pengelota penetitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat mengajukan UMK LS metatui SIM RBA;

d. WakiI Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana dan Kepala Biro Keuangan mengi nstru ksikan BPP

Pusat untuk memproses pembayaran kepada peneliti sesuai

dengan dokumen persyaratan

E



BPP Pusat mengajukan proses pembayaran dana menggunakan

Cash Management System untuk diotorisasi pejabat terkait;

Wakit Rektor ll metakukan retease terkait pengajuan dana

metatui Cash Management System langsung kepada penetiti.

Gambar 3.16 Diagram atir pembayaran dana penetitian/pengabdian kepada

masyarakat

e.

f.

@



3.2.4.3.7 Penarikan Biaya Pendidikan

i) Penarikan biaya Pendidikan mahasiswa penerima beasiswa

a.

b.

c.

d.

Direktorat Kemahasiswaan dan Direktorat pascasarajana &

Pengembangan Akademik mengkoordinasikan pengajuan

penarikan biaya pendidikan dari tiap mahasiswa;

Direktorat Kemahasiswaan dan Direktorat Pascasarajana &

Pengembangan Akademik mengajukan permohonan

penarikan biaya pendidikan kepada Wakil Rektor Bidang

Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana;

Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana dan Kepata Biro Keuangan menginstruksikan BPP

Pusat untuk memproses pembayaran kepada mahasiswa

sesuai dengan hasil pengujian tagihan dan dokumen

persyaratan;

BPP Pusat melakukan monitoring historis pembayaran biaya

pendidikan melatui SIMONDITS atas pengaj uan penarikan

biaya pendidikan mahasiswa;

BPP pusat berkoordinasi dengan Direktorat Perencanaan dan

Pengembangan (DPP) untuk menyusun RBA dan pengajuan

UMK atas penarikan biaya pendidikan mahasiswa;

BPP Pusat mengajukan proses Pembayaran dana

menggunakan Cash Management System untuk diotorisasi

pejabat terkait;

Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana metakukan releose terkait pengajuan dana

melatui Cosh lAanogement System langsung kepada

mahasiswa.

f.

o

E



Gambar 3.17 Diagram Atir Penarikan Biaya Pendidikan Mahasiswa Penerima

Beasiswa

BPP Pusat
berkoordinasi
tlcngan I)PP

nrcn1,'usurr RB,.\



'ii) Penarikan biaya Pendidikan mahasiswa non beasiswa (gagal

yudisium/wisuda/cuti/DO/MD/doubte bayar/ Lebih bayar/

pendaftaran)

a. Mahasiswa mengajukan permohonan penarikan biaya

c.

pendidikan ke Wakil. Rektor Bidang Perencanaan,

Keuangan dan Sarana Prasarana yang ditampiri dengan:

. SK Rektor (gagat yudisium/wisuda /DO/MD);

. Surat Keterangan cuti dan bukti bayar

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana dan Kepata Biro Keuangan menginstruksikan

BPP Pusat untuk memproses pembayaran kepada

mahasiwa sesuai denqan hasil. pengujian tagihan dan

dokumen persyaratan;

BPP Pusat metakukan monitoring historis pembayaran

biaya pendidikan melatui SIMONDITS atas pengaj uan

penarikan biaya pendidikan mahasiswa;

BPP pusat berkoordinasi dengan Direktorat Perencanaan

dan Pengembangan (DPP) untuk menyusun RBA dan UMK

atas pengajuan penarikan biaya pendidikan mahasiswa;

BPP Pusat mengajukan proses pembayaran dana

menggunakan Cosh Monogement System untuk diotorisasi

pejabat terkait;

Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana melakukan release terkait pengajuan penarikan

biaya pendidikan non beasiswa melalui Cash Manogement

System langsung kepada mahasiswa.

f.

b.

d.



Gambar 3.18 Diagram Atir Penarikan Biaya

Beasiswa (gagat yudisium/ wisuda/

tebih bayar/ pendaftaran)
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3.2.4.3.8 Penarikan Pembatalan Pemanfaatan Layanan Unit Usaha

mandiri

Unit Usaha [landiri mengkoord.inasikan pengajuan penarikan

biaya pemanfaatan layanan dari tiap pengguna layanan;

Unit Usaha Mandiri melakukan rekonsitiasi dengan Bendahara

Penerimaan untuk pendapatan biaya layanan melatui SIM Unit

Usaha Mandiri.

Unit Usaha Mandiri mengajukan permohonan penarikan biaya

Layanan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan

Sarana Prasarana;

Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana dan Kepata Biro Keuangan menginstruksikan BPP Pusat

untuk memproses pembayaran kepada pengguna layanan sesuai

dengan hasil pengujian tagihan dan dokumen persyaratan;

BPP pusat berkoordinasi dengan Direktorat Perencanaan dan

Pengembangan untuk menyusun RBA dan pengajuan UMK atas

penarikan biaya Layanan;

BPP Pusat mengajukan proses pembayaran dana menggunakan

Cash llanogement System untuk diotorisasi Pejabat terkait;

Wakit Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana melakukan release terkait pengajuan dana metatui

Cash lAanogement System langsung kepada mahasiswa.

a.

d.

b.

f.

o



Gambar 3.19 Diagram Atir Penarikan Biaya Layanan Unit Usaha Mandiri
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3.2.4.3.9 Pembayaran Pembelian/Pengadaan Langsung secara Elektronik
dan e-marketploce

Pembayaran pembetian tangsung secara etektronik dan e-marketplace diatur
sebagai berikut :

. N'ilai pembetian langsung secara etektronik dan e-marketplace kurang

dari Rp50.000.000,- metatui UMK rutin

. Nilai pengadaan langsung secara etektronik dan e-morketploce tebih

dari Rp50.000.000,- metatui UMK LS dengan ditengkapi surat perintah

pengiriman

3.2.4,3.10 Pembayaran Kontrak Akhir Tahun Untuk Kontrak Tahun

Tunggal

Pembayaran kontrak akhir tahun dibagi 2 (dua) yaitu :

1. Pembayaran kontrak akhir tahun yang setesai sampai dengan 3.1

Desember, dengan persyaratan :

o Permohonan pembayaran oteh PPK kepada Wakit Rektor Bidang

Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana ditampiri dengan

Kwitansi, BAST, BA Pemeriksaan dan BA Pembayaran;

. Pembayaran 100 % sebelum akhir masa kontrak ditampiri

jaminan bank, surat kuasa dan surat pernyataan keabsahan

jaminan bank atas sisa progres penyelesa.ian pekerjaan;

o Pembayaran 100 % akhir masa kontrak tetapi masih dalam masa

pemetiharaan wajib menyertakan jaminan pemetiharaan atas

pekerjaan konstruksi.

2. Pembayaran kontrak pekerjaan yang betum selesai sampai dengan 3'l

Desember, dengan persyaratan :

. Permohonan pembayaran oteh PPK kepada Wakit Rektor Bidang

Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana ditampiri dengan

Kwitansi, BA Pemeriksaan dan BA Pembayaran;



Pembayaran 100 % sebetum akhir masa kontrak ditampiri
jaminan bank, surat kuasa dan surat pernyataan keabsahan

jaminan bank atas sisa progres penyetesaian pekerjaan;

Pembayaran 100 % akhir masa kontrak tetapi masih datam masa

pemetiharaan wajib menyertakan jaminan pemetiharaan atas
pekerjaan konstruksi.

Perhitungan denda keterlambatan atas pekerjaan setetah

diterbitkan BAST;

Apabita pekerjaan tidak terselesaikan, maka jaminan bank akan

dicairkan;

3,2.4.3.11 Pembayaran Untuk Kontrak [intas Tahun

Pembayaran kontrak lintas tahun, dengan persyaratan :

r Kontrak/SPK harus menyebutkan jenis Kontrak Lintas Tahun;

. Permohonan pembayaran oteh PpK kepada Wakit Rektor Bidang

Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana ditampiri dengan

Kwitansi, BA Pemeriksaan dan BA pembayaran;

. Pembayaran dibayarkan sebesar prosentase progres pekerjaan

sesuai dengan BA Pemeriksaan dan BA Pembayaran;

3.2.4.3.12 Pembayaran Valas (Vatuta Asing)

Pembayaran valas ditakukan dengan langkah-tangkah berikut ini:

a. Unit Kerja mengajukan permohonan pembayaran valas ke Wakit

Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana prasarana yang

ditampiri dengan tagihan dan dokumen pendukung lainnya;

b. Waki[ Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana prasarana

dan Kepala Biro Keuangan menginstru ksikan BPP Pusat untuk

memproses pembayaran valas kepada pemohon sesuai dengan hasil

pengujian tagihan dan dokumen persyaratan;

c. BPP Pusat membuat surat pernyataan registrasi yang sudah

ditandatangani Wakil. Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan



Sarana Prasarana dan Bpp menyampaikan ke Bank persepsi yang

bersangkutan;

BPP Pusat mengajukan proses pembayaran dana menggunakan Cosh

lAonogement System untuk diotorisasi pejabat terkait;
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana prasarana

melakukan release terkait pengajuan dana metatui Cash

Manogement System.

3.2,4.4 Pemanfaatan dan penggunaan Kartu Debit

Pemanfaatan dan penggunaan kartu debit menggun akan virtual Account (vA)
debit dan spending card untuk mengganti transaksi kas pada operasionat unit
kerja. vA debit dan spending card dipegang oteh Bpp unit Kerja untuk
digunakan sebagai pengganti cash on hand atau cek, berikut ketentuan dalam
pemanfaatan dan penggunaan kartu debit:

3.2.4.4.1 Batasan Pagu

Besaran pagu diberikan sesuai dengan uang muka metatui proses

pengajuan UMK Rutin dan UMK pengembangan pada SIM

Keuangan.

3.2.4.4.2 LimitPenarikan

Limit penarikan adatah batasan pengambitan maksimal per hari
yang dapat ditakukan di ATM/telter, dengan ketentuan sebagai

berikut:

ATM BNI

Tel[er BNI

ATM Mandiri

Te[[er Mandiri

3,2.4,4.3 Limit Transaksi Belanja

Limit transaksi betanja adatah batasan pembayaran pembetian

barang/jasa maksimaI per hari metatui mesin EDC, dengan
ketentuan sebagai berikut :

EDC BNI : Rp50.000.000,-

EDC Mandiri : Rp100.000.000,-

d.

e.

Rp1 s.000.000, -

Rp10.000.000, -

Rp10.000.000, -

Rp'15.000.000, -



3.2.4.4.4 Transfer

Transfer adatah pemindahan sejumtah dana

pembelian barang/jasa maksimaI per hari

dengan ketentuan sebagai berikut :

i) BNI

BNI ke BNI

BNI ke Bank Lain

ii) Mandiri

Mandiri ke Mandiri : Rp100.000.000,-

Mandiri ke Bank Lain: Rp25.000.000,-

iii) Mekanisme pembayaran payroll metalui transfer dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Surat Permohonan Kepata Unit kepada Bank (form

terl'ampir)

b. Dilampiri daftar penerima dan soft fite daftar penerima

c. Wajib Membawa kartu debit/ VA debit

d. Foto kopi identitas diri pemegang kartu debit/ VA debit

3.2.4,5 Pemanfaatan dan Pengguna an Corporate Card

Corporate card adalah satah satu jenis kartu kredit yang digunakan untuk
metakukan pembayaran atas kewajiban yang timbut dari suatu kegiatan

ekonomi termasuk transaksi pembelajaan dan/atau meIakukan transaksi

tunai. Corporate card diberikan kepada para pejabat di tingkungan ITS (Rektor

dan Wakit Rektor).

Corporate cord digunakan belanja perjatanan dinas jabatan yang memenuhi
persyaratan tertentu.

a. Sekretaris Rektor dan Wakil Rektor mengajukan pengajuan UMK LS di

SIM Keuangan

b. Pembayaran corporote card melatui mekanisme LS ditakukan oteh Bpp

Pusat.

untuk pembayaran

kepada penyedia

Rp100.000.000, -

Rp25.000.000, -



c. Pembayaran corporate cord berdasarkan e-bi lting / rincian transaksi
pemegang kartu kredit setama periode tertentu datam bentuk
dokumen etektronik.

3.2,4.6 Pembayaran Dana Kebersamaan

a. Direktorat Perencanaan dan pengembangan menyusun RBA;

b. Direktorat Perencanaan dan pengembangan mengirim surat
permohonan pembayaran dana kepada Wakit Rektor Bidang
Perencanaan, Keuangan dan Sarana prasarana dengan

metampirkan:

. SK penerima dana kebersamaan;

. Daftar penerimaan dana kebersamaan;

c. Direktorat perencanaan dan pengembangan mengajukan UMK

penerimaan dana kebersamaan metalui SIM RBA;

d. Wakit Rektor Bidang perencanaan, Keuangan dan Sarana

Prasarana dan Kepata Biro Keuangan menginstruksikan Bpp pusat

untuk memproses pembayaran kepada penerima dana

kebersamaan

e. BPP Pusat mengajukan proses pembayaran dana menggunakan

Cosh Management System untuk diotorisas.i pejabat terkait;
f. Wakit Rektor ll melakukan release terkait pengajuan dana

melatui Cosh llonagement System tangsung kepada penerima

dana kebersamaan.



Catatan :

. Didatam proses pembayaran anggaran di tingkat Biro Keuangan

dipastikan bahwa pagu dan RBA sudah diselesaikan di tingkat
Direktorat Perencanaan dan pengembangan (Dpp).

' Penutisan sumber anggaran kegiatan di Surat Keputusan Rektor : RKAT

tahun berjalan ITS pTN Badan Hukum

Contoh : RKAT Z0Z0lTS pTN Badan Hukum

Ac-'
.lr. Mochamad Ashari, M.Eng

1e651A12 199003 1 oo3 r

-
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LAMPIRAN 4
MEKANISME

PERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



LAMPIRAN 4

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2O2O

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLMN KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

4 MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

4.1 Ketentuan Pertanggungjawaban Kuangan Pembayaran Gaji/

Tunjangan / Uang Makan / Lembur yang Bersumber Dana APBN

4.1.1 Pembayaran Gaji Pegawai Negeri/ Tunjangan

Ketentuan untuk pertanggungjawaban keuangan atas pembayaran

gaji/tunjangan harus ditengkapi dengan:

a. Daftar gaji induk/gaji susutan / kekurangan gaji/gaji terusan/yang

ditandatangani PPK, Bendahara Pengetuaran dan PPABP;

b. SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan pangkat, 5K pengangkatan datam jabatan,

Kenaikan Gaji Berkata (KGB), SK Pensiun karena meninggat;

c. Surat pernyataan petantikan, surat pernyataan masih menduduki

jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);

d. Kartu Permohonan Penambahan Penghasitan PNS (KP4), foto copy surat

nikah, akte kelahiran, surat kematian, surat keterangan masih sekolah;

e. Surat Setoran Pajak (E-Billing);

f. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP); dan

g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN.

4.1.2 Pembayaran Uang Makan/ Uang Lembur

Ketentuan untuk pertanggu ngj awaban keuangan atas pembayaran Uang

Makan/ Uang Lembur harus ditengkapi dengan:

4.1 .2.1 Ketentuan Umum:

a. Nomor dan tanggal SK Rektor/SP dicantumkan pada daftar penerimaan,

dan bukti SK Rektor/SP wajib ditampirkan;

@



b.

c.

Daftar penerimaan uang makan/tembur waiib ditanda taneani oleh ppK

dan Peneelola Keuanean Unit Keria;

Daftar penerimaan disamping mencantumkan nitai nominatnya juga

menyebutkan nilai terbitangnya berdasarkan jumtah nitai bruto (Jumtah

honorarium ditambah pajak);

Tarif harus merujuk pada Standar Biaya Masukan (SBM) yang bertaku.d.

4.1 ,2.2 Ketentuan Khusus:

4.1 .2.2.1 Uang Makan

a.

b.

Daftar penerimaan uang makan dilampiri dengan daftar hadir harian;

Jumtah maksimal pemberian uang makan datam 1 (satu) butan adatah 23

hari kerja dengan catatan apabita tidak hadir kerja dengan atasan

apapun, maka yang bersangkutan tidak berhak atas uang makan;

Pemberian uang makan dihitune dari tarif berdasarkan kehadiran

Degawai yang bersangkutan termasuk bagi dosen, tidak dihitung dari

kehadiran di kelas tetapi kehadiran di lTS.

c.

4.1 .2.2.2 Uang Lembur

a. Daftar penerimaan uang lembur dilampiri Surat

pimpinan unit kerja, daftar hadir (menggunakan

b. Pajak lembur = 5% x uang lembur bruto

c. Besar uang lembur pada hari libur sebesar 200%

hari kerja

d. Besar uang lembur pada hari raya ldut Fitri (2

besar uang lembur hari kerja.

Perintah Kerja Lembur

presensi finger print);

dari besar uang lembur

hari) sebesar 300% dari

4.2 Pertanggungjawaban Dana BPPTN Badan Hukum, Non pNBp dan ApBN

Kementerian

4.2.1 Pembayaran Tambahan Penghasilan Bulanan/ IKITS/ Honorarium

/Uang Makan/ Uang Lembur



Ketentuan untuk pertanggu ngjawaban keuangan atas pembayaran Tambahan

Penghasilan Bulanan /lKITS/ Honorarium/Uang Makan/Uang Lembur

4.2.1 ,1 Ketentuan Umum Pembayaran Uang Makan dan Uang Lembur:

a. Nomor dan tanggal SK Rektor/SP dicantumkan pada daftar penerimaan,

dan bukti SK Rektor/SP wajib ditampirkan;

b. Daftar penerimaan waiib ditanda taneani oleh ppK dan penqetota

Keuangan Unit Keria;

c. Daftar penerimaan disamping mencantumkan ni[ai nominalnya juga

menyebutkan nitai terbitangnya berdasarkan jumtah nitai bruto (Jumtah

honorarium ditambah pajak);

d. Tarif harus merujuk pada Standar Biaya lnstitut (SBl) yang bertaku.

4.2.1 .2 Ketentuan Khusus:

4.2.1 .2.1 Uang Makan

a. Daftar penerimaan uang makan ditampiri dengan daftar hadir

(menggunakan presensi finger print);

b. Jumtah maksimal pemberian uang makan dalam 1 (satu) bulan adatah 23

hari kerja dengan catatan apabita tidak hadir kerja dengan atasan apapun,

maka yang bersangkutan tidak berhak atas uang makan;

c. Pemberian uang makan dihitune dari tarif berdasarkan kehadiran

peqawai yang bersangkutan termasuk bagi dosen, tidak dihitung dari

kehadiran di kelas tetapi kehadiran di lTS.

4.2,1 .2.2 Uang Lembur

a. Pimpinan Unit Kerja, Daftar Hadir (menggunakan presensi finger print),

khusus THL daftar hadir dan daftar hadir lembur menggunakan format

tanda tangan manual;

b. Pajak lembur = 5% x uang lembur bruto;

c. Besar uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% dari besar uang

lembur hari kerja;



d. Besar uang lembur pada hari raya ldul Fitri (2 hari) sebesar 300% dari

besar uang lembur hari kerja.

4.2.1 .2.3 Tambahan Penghasilan Bulanan (TpB)

Mengacu pada Peraturan Rektor No. 5 Tahun 2017 tentang pembayaran

Tambahan Penghasilan bulanan (TPB) dan Tambahan Tunjangan Tugas Betajar

bagi Pegawai di Lingkungan Institut Teknotogi Seputuh Nopember, dan

Peraturan Rektor No. 4 Tahun 2020 tentang Ketas dan Nitai Jabatan di

Lingkungan lnstitut Teknologi Seputuh Nopember.

4.2.1 .2.4 lnsentif Kinerja ITS (lKlTS)
Mengacu pada Peraturan Rektor No. 9 Tahun 2017 tentang pembayaran

lnsentif Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan lnstitut Teknotogi Seputuh

Nopember.

4.2,2 Ketentuan Pertanggungjawaban Keuangan Atas Pembetian

Langsung Barang/Jasa

Kegiatan pembelian barang/jasa ditaksanakan metalui mekanisme pembetian

langsung Barang/Jasa, pertanggungjawaban keuangannya mengikuti aturan

datam Peraturan Rektor Nomor '19 Tahun 2019, tentang tata cara pengadaan

barang/ jasa dana Non PNBP.

4,2,2.1 Pembelian Langsung Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Unit Kerja

Ketentuan umum untuk pertanggungj awaban keuangan atas pembetian

langsung barang/jasa oteh Unit Kerja bertaku ketentuan sebagai berikut:

l. Dokumen pertanggu ngj awaban keuangan pembetian [angsung

barang/jasa dengan transaksi sampai dengan Rp'10.000.000,- sebagai

berikut:

1.1 Pembelian dan/atau pengadaan barang

1.1.'l Untuk Penyedia PKP yaitu:
1. kuitansi Pembelian/bukti pembetian/nota pembayaran

penyedia barang;

2. Untuk kuitansi:



2.1 Pembetian di atas Rp250.000,- sampai dengan

Rpl .000.000, - bermaterai Rp3.000, -

2.2 Pembetian di atas Rpl .000.000 bermaterai Rp6.000,-

3. Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby);

4. E- Fa ktu r.

1.1.2 Untuk Penyedia Non PKP yaitu:

1. Kuitansi pembetian/bukti pembelian/nota pembayaran

dari penyedia barang;

2. Untuk kuitansi:

2.1 Pembetian di atas Rp250.000,- sampai dengan

Rp1.000.000,- bermaterai Rp3.000, -

2.2 Pembelian di atas Rpl .000.000 ber materai Rp6.000,'

3. Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby).

1.2 Pembetian dan/atau pengadaan Jasa

1.2.1 Untuk Penyedia PKP yaitu:

1. Kuitansi Pembetian/bukti pembetian/nota pembayaran

2.

penyedia jasa;

Untuk kuitansi:

2.1Pembel,ian di atas Rp250.000,- sampai dengan

Rp1.000.000,- bermaterai Rp3.000,-

2.2PembeLian di atas Rp1 .000.000,-bermaterai Rp6.000,'

Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby);

E-Faktur; dan

Bukti bayar PPh Pasat 23 dan/atau PPh Pasal 4 ayat (2).

1.2.2 Untuk Penyedia Non PKP Yaitu:

1. Kuitansi pembetian/bukti pembelian/nota pembayaran

penyedia jasa;

2. Untuk kuitansi:

2.'l Pembetian di atas Rp250.000,- sampai dengan

Rp1.000.000,- bermaterai Rp3.000,-

2.2Pembetian di atas Rpl .000'000,- bermaterai Rp6.000,-

3. Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby);

4. Bukti bayar pajak untuk PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 4

ayat (2).

3.

4.

5.



il. Dokumen pertanggungjawaban keuangan pembetian tangsung

barang/jasa dengan transaksi di atas Rp10,000.000,- sampai dengan

Rp50.000.000,- wajib bertransaksi dengan penyedia PKP, sebagai

berikut :

ll.1 Pembetian dan/atau pengadaan barang

1 . Kuitansi Pembetian bermeterai Rp6.000, - /bukti pembetian

/ nota pembayaran penyedia barang;

2. Surat Pengesahan Pembayaran (5PPby);

3. E-Faktur; dan

4. Surat ljin Usaha/SlUP.

ll.2 Pembetian dan/atau pengadaan Jasa

1. Kuitansi pembetian bermeterai Rp6.000,-/bukti pembetian

/nota pembayaran penyedia jasa;

2. Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby);

3. E-Faktur;

4. Surat ljin Usaha/SIUP; dan

5. Bukti bayar PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 4 ayat (2).

Pembetian barang/jasa untuk nitai transaksi di bawah Rp500.000,- (tima

ratus ribu rupiah) datam satu MAK bisa dikumpulkan /ditempetkan

da[am satu tembar HVS 44lF4 dengan batasan jumtah transaksi

mencapai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Surat Pengesahan

Pembayaran (SPPby).

lV. Dokumen pertanggungj awaban keuangan pembetian langsung

barang/jasa secara etektronik (e'katatog lTS, e-katatog LKPP) dan e-

marketploce untuk transaksi sampai dengan Rp10.000.000,- sebagai

berikut:

IV.1 Pembetian dan/atau pengadaan barang

|V.1.1 Untuk PenYedia PKP Yaitu:
1. Kuitansi penyedia /bukti pembetian/ nota pembayaran;

2. Untuk kuitansi:

ilt.



2.1 Pembetian di atas Rp250.000,- sampai dengan

Rp1.000.000,- bermaterai Rp3.000,-

2.2 Pembetian di atas Rp1.000.000,- bermaterai
Rp6.000, -

3. Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby);

4. Surat Perintah Pengiriman;

5. E-Faktur.

lV.'l .2 Untuk Penyedia Non PKP yaitu:
'l . Kuitansi penyedia /bukti pembeLian/ nota pembayaran;

2. Untuk kuitansi:

2.1 Pembetian di atas Rp250.000,- sampai dengan

Rpl.000.000,- bermaterai Rp3.000,-

2.2 Pembelian diatas Rp1 .000.000,- bermaterai Rp6.000,-

3. Surat Pengesahan Pembayaran (5PPby);

4. Surat Perintah Pengiriman

lV.2 Pembetian dan/atau pengadaan Jasa

|V.2.1 Untuk Penyedia PKP yaitu:

1. Kuitansi penyedia /bukti pembetian/ nota pembayaran;

2. Untuk kuitansi:

2.l Pembetian di atas Rp250.000,- sampai dengan

Rp1.000.000,- bermaterai Rp3.000,'

2.2Pembelian di atas Rpl .000.000,- bermaterai

Rp6.000,-

3. Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby);

4. Surat Perintah Pengiriman;

5. E-Faktur;

6. Bukti bayar PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 4 ayat (2).

IV.2.2 Untuk Penyedia Non PKP yaitu:
'l . Kuitansi penyedia /bukti pembetian/ nota pembayaran;

2. Untuk kuitansi:

2.lPembetian di atas Rp250.000,- sampai dengan

Rp1.000.000,- bermaterai Rp3.000,-

2.2Pembetian di atas Rpl.000.000,- bermaterai Rp6.000,-

3. Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby);



4. Surat Perintah Pengiriman

5. Bukti bayar pajak untuk PPh Pasal 23 dan/atau pph pasat

4 ayat (2).

Dokumen pertanggungjawaban keuangan pembetian tangsung

barang/jasa secara etektronik (e-katatog lTS, e-katatog LKPP) dan e-

morketplace untuk transaksi di atas Rp10.000.000,- sampai dengan

Rp50.000.000,- wajib bertransaksi dengan penyedia PKP, sebagai

berikut:

V.1 Pembetian dan/atau pengadaan barang

1. Kuitansi penyedia bermeterai Rp6.000,-/bukti pembetian/nota

pembayaran;

2. Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby);

3. Surat Perintah Pengiriman

4. E-Faktur;

5. Surat ljin Usaha/5lUP.

V.2 Pembelian dan/atau pengadaan Jasa

1. Kuitansi penyedia bermeterai Rp6.000,-/bukti pembelian/nota

pembayaran;

2. Surat pengesahan Pembayaran (SPPby);

3. Surat Perintah Pengiriman

4. E-Faktur;

5. Surat ljin Usaha/SIUP/SIUJK; dan

6. Bukti bayar PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 4 ayat (2).

Dokumen pertanggu ngj awaban keuangan untuk pekerjaan jasa

konstruksi:

Vl.1 Nitai anggaran sampai dengan Rp10.000.000,-

V|.1.1 Penyedia PKP, metiputi:

1. Kuitansi penyedia bermaterai Rp6.000,-

2. Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby);

3. E-Faktur;

4. Surat Perintah Kerja (SPK) sederhana dan lampiran;

vt.



vil.

5. Dokumen kuatifikasi penyedia dari UKPBJ;

6. Bukti bayar pajak untuk PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasat

ayat (2)

V|.1.2 Penyedia Non PKP, metiputi:

1. Kuitansi penyedia bermaterai Rp6.000,-

2. Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby);

3. Surat Perintah Kerja (SPK) sederhana dan lampiran;dan

4. Bukti bayar pajak untuk PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 4

ayat (2)

Vl.2 Nitai anggaran tebih dari Rpl0.000.000,- sampai dengan

Rp50.000.000, -

Penyedia wajib PKP, meliputi:

1. Kuitansi penyedia bermeterai Rp6.000,-

2. Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby);

3. E-Faktur;

4. Surat Perintah Kerja (SPK) sederhana dan lampiran;

5. Dokumen kuatifikasi penyedia dari UKPBJ;

6. Bukti bayar pajak untuk PPh Pasat 23 dan/atau PPh PasaL

4 ayat (2)

Dokumen pertanggungj awaban keuangan untuk pekerjaan Jasa

Konsuttansi (terpusat metalui UKPBJ):

Vll.1 Nitai anggaran sampai dengan Rp10.000.000,-

Penyedia wajib PKP, metiPuti:

1. Kuitansi penyedia bermeterai Rp6.000,-;

2. Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby);

3. E-Faktur;

4. Dokumen Kontrak, yang meliPuti :

/ Surat Perintah Kerja (SPK) dan lampiran

/ Dokumen kuatifikasi penyedia dari UKPBJ

/ Ketengkapan dokumen tainnya

5. Bukti bayar pajak untuk PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 4

ayat (2); dan

6. Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima dan

Berita Acara Pembayaran.



Vll.2 Nitai anggaran tebih dari Rp10.000.000,- sampai dengan

Rp100.000.000, -

Penyedia wajib PKP, metiputi:
'1 . Kuitansi penyedia bermeterai Rp6.000,-;

2. Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby);

3. E-Faktur;

4. Dokumen Kontrak, yang metiputi :

/ Surat Perintah Kerja (SPK) dan tampiran
r' Dokumen kuatifikasi dari UKPBJ

/ Ketengkapan dokumen lainnya

5. Bukti bayar pajak untuk PPh Pasat 23 dan/atau PPh Pasal

4 ayat (2); dan

6. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan,

Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pembayaran

4.2.3 Ketentuan Pertanggun$awaban Keuangan Atas Pengadaan

Langsung Barang/Jasa

Kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan melatui mekanisme pengadaan

Iangsung barangjasa, pertanggu ngj awaban keuangannya mengikuti aturan

datam Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2019, Tentang Tata Cara Pengadaan

Barang/ Jasa Dana Non PNBP.

4.2.3.'l Pengadaan Langsung Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Oleh Unit

Kerja

Ketentuan umum untuk pertanggu ngjawaban keuangan atas pengadaan

Langsung barang/jasa oleh Unit Kerja bertaku ketentuan sebagai berikut:

l. Dokumen pertanggungjawaban keuangan pengadaan langsung

barang/jasa untuk transaksi dengan nilai diatas Rp50.000.000,- sampai

dengan Rp200.000.000, - metiputi:

1.1 Pengadaan Barang

1. Kuitansi pembetian bermaterai Rp6.000,- ditengkapi tanggat,

stempet, tanda tangan dan nama penyedia barang;

E



il.

2.

3.

4.

Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby);

E-Faktur;

Dokumen kontrak, yang metiputi:
/ Surat Perintah Kerja (SPK);

/ Data kuatifikasi penyedia;

Surat ljin Usaha/SIUP;

Surat Perintah Pengiriman (SPP);

Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima dan

Berita Acara Pembayaran.

5.

6.

7.

1.2 Pengadaan Jasa

1. Kuitansi Pembelian bermaterai Rp6.000,- ditengkapi tanggat,

stempet, tanda tangan dan nama penyedia jasa;

2. Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby);

3. E-Faktur;

4. Dokumen kontrak, yang meliputi:

/ Surat Perintah Kerja (SPK);

/ Data kuatifikasi penyedia;

5. Surat ljin Usaha/SIUP/SIUJK;

6. Surat Perintah Mutai Kerja (SPMK);

7. Bukti bayar pajak untuk PPh 23 atau PPh Finat 4 (2);

8. Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima dan

Berita Acara Pembayaran.

Dokumen pertanggungjawaban keuangan pengadaan Iangsung

barang/jasa secara elektronik (e-katalog lTS, e'katatog LKPP) dan e-

marketploce untuk di atas Rp50.000'000,- sampai dengan

Rp200.000.000, - metiputi :

ll.1 Pengadaan barang

1. Kuitansi pembetian bermaterai Rp6.000,- ditengkapi tanggat,

stempet, tanda tangan dan nama penyedia barang;

2. Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby);

3. Surat Perintah Pengiriman;



4. Surat Perintah Kerja (SPK);

5. E-faktur;

ll.2 Pengadaan jasa

1. Kuitansi pembelian bermaterai Rp6.000,- ditengkapi tanggal,

stempet, tanda tangan dan nama penyedia jasa;

2. Surat pengesahan Pembayaran (SPPby);

3. Surat Perintah Pengiriman;

4. Surat Perintah Kerja (SPK);

5. E-faktur;

6. Bukti bayar pajak untuk PPh 23 dan PPh Finat 4 (2).

lll. Dokumen pertanggu ngj awaban keuangan untuk pengadaan Iangsung

pekerjaan jasa konstruksi dengan nitai Rp50.000.000,- sampai dengan

Rp200.000.000,- meliputi :

1. Kuitansi penyedia bermeterai Rp6.000,-;

2. Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby);

3. E-Faktur;

4. Dokumen kontrak yang metiputi:

/ Surat Perintah Kerja (SPK) dan Lampiran;

/ Kuatifikasi penyedia dari UKPBJ;

/ Kelengkapan dokumen Iainnya.

5. Bukti bayar pajak untuk PPh Pasat 23 dan/atau PPh Pasal 4 ayat

(2);

6. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan, Berita Acara

Serah Terima dan Berita Acara Pembayaran.

4.2.4 Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Oleh Unit Kerja

Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ)

Ketentuan umum untuk pertanggu ngjawaban keuangan atas pengadaan

barang/ jasa berlaku kententuan sebagai berikut:



1.1 Pengadaan langsung barang/jasa dengan transaksi nitai di atas

Rp200.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,-, kelengkapan dokumen

pertanggungjawaban metiputi:

1. Kuitansi Pembetian bermaterai Rp6.000,. ditengkapi tanggat,

stempet, tanda tangan dan nama penyedia barang/jasa;

2. Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby)

3. E-Faktur

4. Dokumen Kontrak, yang metiputi :

. Surat Perintah Kerja (SPK) dan lampiran

. Dokumen kualifikasi dari UKPBJ

. Surat Perjanjian Pekerjaan

5. Surat Perintah Pengiriman

6. Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara

Acara Pembayaran

7. Bukti bayar pajak untuk PPh 23 atau PPh

jasa)

Serah Terima dan Berita

Finat 4 (2) (jika pengadaan

1.2 Pengadaan langsung barang/jasa secara etektronik (e-katalog lTS, e-

katatog LKPP) dan e-marketplace untuk nilai di atas Rp200.000.000,-

sampai dengan Rp500.000.000,-, ketengkapan dokumen pertanggung

jawaban metiputi:

'l . Kuitansi pembetian bermaterai Rp6.000,- ditengkapi tangga[,

stempet, tanda tangan dan nama penyedia barang/jasa;

2. Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby);

3. E-Faktur;

4. Dokumen Kontrak, yang meliputi:

. Surat Perintah Kerja (SPK);

. Surat Perjanjian Pekerj aan.

5. Surat Perintah Pengiriman;

6. Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima dan Berita

Acara Pembayaran;



7. Bukti bayar pajak untuk PPh 23 dan PPh Finat 4 (2) (jika pengadaan

j asa);

1.3 Pengadaan barang/jasa dengan transaksi nitai di atas Rp500.000.000,- ,

ketengkapan dokumen pertanggungjawaban me[iputi:

1. Kuitansi pembetian bermaterai Rp6.000,- dilengkapi tangga[,

stempet, tanda tangan dan nama penyedia barang/jasa;

2. Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby);

3. E-Faktur;

4. Dokumen kontrak, metiputi:

,/ Surat Perjanjian (SP) dan lampiran;
/ Dokumen kuatifikasi dari UKPBJ.

5. Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima dan Berita

Acara Pembayaran.

6. Bukti bayar pajak untuk PPh 23 dan PPh Finat 4 (2) (jika pengadaan

jasa);

4.2.5 Pembayaran Pengadaan Melalui Sub Dit. Perencanaan Sarana

Prasarana dan Logistik dan e-purchasing

l. Barang lnventaris Umum dan Barang Habis

Pengadaan barang inventaris umum dan barang habis oteh Unit Kerja

harus metaLui Sub Dit. Perencanaan Sarana Prasarana dan Logistik (sesuai

dengan daftar barang di Sub Dit' Perencanaan Sarana Prasarana dan

Logistik). Pembayaran menggunakan pindah atokasi anggaran.

ll. Barang lnventaris Khusus Sesuai dengan e'Katatog

ll.1 Barang inventaris khusus dengan Nitai . Rp50.000.000,- yang diadakan

oteh Unit Kerja , dibayar melatui UMK rutin di Unit Kerja masing'

masing

ll.Z Barang inventaris khusus dengan Nitai ' Rp50.000.000,- sampai

dengan Rp200.000.000,- yang diadakan oteh Unit Kerja, dibayar

metatui UMK LS dengan kontrak di Unit Kerja masing-masing



ll.3 Pengadaan barang inventaris khusus yang ditakukan oteh UKpBJ baik

metatui e-purchasing, non letang maupun e-lelang dibayar metatui

pembayaran LS.

lll. Untuk pengadaaan Atat Tutis Kantor (ATK)/ barang inventarisasi umum

metatui Sub Dit. Perencanaan Sarana Prasarana dan Logistik,

dipersyaratkan kegiatan dan atokasi anggaran harus sudah ada di RBA

pada masing - masing masing Unit Kerja. Usutan pengadaaan ATK/ barang

inventarisasi umum metalui Sub Dit. Perencanaan Sarana Prasarana dan

Logistik ditakukan per 3 (tiga) bulan sekali.

4.2.6 Pengadaan Barang Metalui E-Commerce

l. Perusahan/SupptierDatam Negeri

Bukti pertanggungjawabannya metiputi:

1. Surat perintah pengiriman dan invoice adatah bukti pembayaran dari

perusahaan / supptier dalam negeri e-commerce dianggap sah sebagai

alat bukti pembayaran

2. Tidak pertu meminta lagi faktur pajak ke perusahaan/supptier e-

commerce, karena dianggap perusahaan retai[ (untuk perusahaan

retail faktur pajak d'igunggung), sehingga harga barang tersebut sudah

termasuk PPN

ll. Perusahaan / 5u pptier Luar Negeri

Bukti pertanggu ngjawaban nya me[iputi:

1. Surat perintah pengiriman, lnvoice, dan bukti pembayaran dari

perusahaan /supplier luar negeri e-commerce dianggap sah sebagai atat

bukti pembayaran

2. Jumtah pengenaan PPN dan Bea Masuk Bea Cukai, baru akan dikenakan

dan diketahui ketika pengiriman barang sampai di lndonesia. Jika

dikenakan PPN & Bea Masuk, akan ada surat pemberitahuan tagihan

PPN dan Bea Cukai.



4.2.7 Ketentuan Umum Pertanggungjawaban

l. Setiap transaksi pembelian / pengadaan barang/jasa harus disertai Surat

Pengesahan Pembayaran (SPPBy)

ll. Untuk pekerjaan pemetiharaan / perawatan / renovasi konstruksi harus

mendapatkan persetujuan Sub Dit. Perencanaan Sarana Prasarana dan

Logistik.

lll. SPJ tidak diakui sebetum petugas Unit Kerja melakukan up load bukti

bayar pajak ke Sistem lnformasi Akuntansi.

lV. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus disetujui oteh PPK sebelum

petaksanaan kegiatan.

V. Denda keterlambatan pembayaran dan petaporan PPN dan PPh

dibebankan pada pagu unit kerja yang bersangkutan.

Vl. Pertanggungjawaban untuk pembetian barang/ jasa harus mengikuti

ketentuan perpajakan yang bertaku.

Vll. Pembelian konsumsi berapapun nitainya tidak dikenakan PPN, akan

tetapi jika melatui jasa catering dikenakan PPh 23 sebesar 2% dari harga;

Vlll. Pengadaan Atat Tutis Kantor (ATK), Kertas dan Cover, Bahan Cetak,

Bahan Pertengkapan Komputer dan bahan habis pakai [ainnya harus

melatui ERP Logistik (untuk barang yang tersedia di katatog ERP Logistik)

dan atau melalui mekanisme Pre Order ke Sub Direktorat Perencanaan

Sarana Prasarana dan Logistik (5PSPL);

lX. Pertanggu ngj awaban atas penggunaan e-toll sesuai dengan nota

penggunaan tol dan ditengkapi dengan Surat Pengesahan Pembayaran

(SPPby);

X. Pembetian BBM da[am rangka pemeliharaan kendaraan dinas harus

ditampiri nota dengan mencantumkan nomor potisi kendaraan dinas dan

ditengkapi dengan Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby);

XI. Biaya Pengurusan Pajak Kendaraan Dinas At Cost sesuai dengan besaran

pajak, apabita terdapat biaya tambahan dapat dipertanggungjawabkan

dengan metampirkan daftar pengetuaran riit yang ditandatangani oteh

Petugas lnventaris dan Pimpinan Unit Kerja;



xil.

xilt.

XIV.

Pemetiharaan Barang lnventaris harus mencantumkan Kode lnventaris

dan Nomer lnventaris

Pengadaan konsumsi berupa makanan, snack maupun air minerat untuk

kegiatan rapat koordinasi/ workshop/ seminar/ FGD/ kegiatan sejenis/

kegiatan akademika diwajibkan menggunakan jasa ITS Food untuk

kegiatan di datam Kota Surabaya.

Pengadaan barang/jasa yang tidak diperbotehkan antara tain:

1. Karangan bunga/bunga meja atas nama pribadi

2. Cetak kartu nama/kartu ucapan (kartu lebaran, natal dan tahun

baru) atas nama pribadi;

3. Souvenir/ cindera mata/vandal atas nama pribadi ;

4. Voucher hondphone.

Souvenir dengan identitas ITS diberikan untuk tamu dalam rangka

promosi dan branding lTS. Design souvenir dengan persetujuan

Sekretaris lnstitut.

XV.

4.2.8 Ketentuan Pertanggungjawaban Keuangan Atas Perjalanan Dinas

Perjatanan dinas adatah perjatanan ke luar tempat kedudukan yang

dilakukan datam wilayah Repubtik lndonesia untuk kepentingan

negara;

Perjatanan dinas harus diLakukan atas Surat Tugas yang diketuarkan

pating rendah oteh eselon lll;

Surat undangan wajib ditampirkan jika perjatanan datam rangka

menghadiri undangan, dan surat undangan tidak ditampirkan jika

perjatanan dinas datam rangka penugasan;

Komponen datam perjatanan dinas secara umum metiputi:

' Uang harian

' Biaya transportasi (pesawat dan taksi)

. Biaya penginapan

. Biaya Sewa kendaraan datam kota

b.

d.



Dalam hal petaksana perjatanan dinas yang tidak menggunakan

biaya penginapan, maka bertaku ketentuan sebagai berikut:
. Diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif Standar Biaya

lnstitut (SBl) kota tempat tujuan;
. Biaya penginapan tersebut dibayarkan secara lumpsum.

Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dilampirkan

metiputi:

. Kwitansi

. Daftar pengeluaran rii I

. Rincian biaya perjatanan dinas

' Surat Tugas dan/atau undangan

, Tiket dan boarding pas

' Swafoto/foto bersama dengan tatar betakang petaksanaan

Kegiatan

Bukti pertanggungjawaban perjatanan dinas Luar Negeri yang

ditampirkan metiputi:

. Surat Tugas Rektor

. Undangan/Brosur

. Tiket dan boarding pas

. Kwitansi/Bukti Pembayaran

. Daftar pengetuaran riiI

' Rincian biaya perjatanan dinas

. Foto copy Passport (Hataman depan dan hataman pengesahan

imigrasi).

. Laporan kegiatan ditampiri RundownlMateri/Foto kegiatan.

Pertanggu ngjawaban Narasumber Luar Negeri:

' Boarding pass

. Passport cap imigrasi kedatangan

' Surat tugas dari ITS (ttd Rektor/Dekan)

. Laporan kegiatan ditampiri Rundown, CV, Foto kegiatan, Materi'

f.

o

h.



j.

L

b.

c.

d.

Tarif perjalanan

yang berlaku;

Perjatanan Dinas

i. Kurang dari

tokat

Jabatan di dalam

8(detapan) jam

Kota disertai surat penugasan:

: mendapatkan uang transport

dinas sesuai dengan Standar Biaya lnstitut (SBl)

ii . Lebih atau sama dengan 8(detapan) jam :

Uang harian

Biaya transportasi/ Taxi atau

Biaya Sewa kendaraan dalam kota

4.2.9 Ketentuan Pertanggungjawaban Keuangan Atas Rapat/Pertemuan di

luar Kantor

Rapat/pertemuan di luar kantor adalah rapat yang dilakukan untuk

mengevaluasi program kerja tahun berjatan dan menyusun program

kerja tahun yang akan datang;

Rapat/pertemuan di luar Kantor harus didukung oteh SK Rektor

atau SK Dekan;

Tidak boteh menggunakan EO(Event Organizer)

Komponen pembiayaan rapat kerja meliputi:

. Paket halfdoy/ fullday/ fullboard

. Uang Harian Paket halfdoylfulldaylfullboord

. Biaya Sewa kendaraan/Tiket (ot Cost)

' Transport taxi

Administrasi Pertanggu ngj awaban pembiayaan Rapat/Pertemuan di

luar kantor metiputi:

' Paket halfdoylfulldaylfullboard dengan kuitansi hotel

. Uang Harian Paket halfdoylfulldaylfullboord dengan daftar

penerimaan uang harian

. Biaya Sewa kendaraan menggunakan kuitansi sewa kendaraan

. Tiket (at Cost) menggunakan tiket asti dan boarding pass

a.



. Transport Lokal datam kota (Taxi) dengan daftar penerimaan

uang transport lokal

' Laporan Kegiatan

Untuk petaksanaan rapat kerja, komponen biaya yang diketuarkan

menggunakan Standar Biaya lnstitut (SBl) yang bertaku dan tidak boteh tagi

mengeluarkan biaya tambahan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut kecuati

untuk narasumber.

4.2,10 Ketentuan Pertanggungjawaban Keuangan Atas Dana Kebersamaan

a. Dana Kebersamaan harus didukung oteh SK Rektor atau SK Dekan;

b. Daftar Penerimaan Dana Kebersamaan

4.2.1'l Ketentuan Atas Pertanggungjawaban Dana Penelitian dan

Pengabdian pada Masyarakat (PPM)

Ketentuan dan tata cara atas pertanggungjawaban dana penetitian dan

Pengabdian pada Masyarakat meliputi:

a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Muttak

Penetiti /Pengabdi

(SPTJM) Ketua

b. Pertanggungjawaban penggunaan dana penetitian/pengabdian

masyarakat yang meIiputi:

b.'1 Setiap kuitansi/ bukti pembetian/ nota pembayaran wajib disahkan

oteh Ketua Penetiti / Pengabdi metatui Surat Pengesahan Pembayaran

(SPPby) dengan format pertanggungjawaban A.2

b.2 Pertanggungjawaban perjatanan dinas ditandatangani oteh Ketua

Penetiti / Pengabdi dan Penerima

b.3 Pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa

c. Penetiti / Pengabdi wajib membuat dan menyimpan bukti

pertanggungjawaban penggunaan anggaran

d. Penetiti menyampaikan bukti rincian pertanggung jawaban penggunaan

anggaran kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat



Catatan:

Penetitian dengan dana [ebih dari Rp. i00.000.000,- (seratus juta rupiah)

wajib mengatokasikan dananya untuk betanja modat, SOp nya disusun

oteh DRPM

4.2.12 Ketentuan Atas Pertanggungjawaban Dana Beasiswa

Ketentuan dan tata cara atas pertanggungj awaban dana beasiswa metiputi:
'1 . SK penetapan Penerima Dana Beasiswa

2. Daftar penerimaan (mencantumkan nama pada rekening bank dan

nomor rekening)

4.2.13 Ketentuan Atas Pertanggungjawaban Dana Kerjasama

Ketentuan dan tata cara atas pertanggungj awaban dana kerjasama meliputi:

1. Pertanggu ngj awaban Biaya Personi[ (Honorarium)

Pertanggungjawaban biaya personiI menggunakan standar biaya

yang bertaku terkait pembayaran biaya personil bagi tenaga ahti

dan tenaga pendukung terkait kerjasama (Standar Biaya lnstitut)

serta ditampiri 5K Tim

2. Pertanggungjawaban BiayaOperasional

Pertanggungjawaban biaya operasionaI menggunakan ketentuan

mengenai betanja barang non PNBP (ATK, cetak, foto copy, sewa,

dtt) yang tercantum pada point 4.2.7 dan turunanya.

Setiap kuitansi / bukti pembetian/ nota pembayaran wajib disahkan

oteh Ketua Tim metatui Surat Pengesahan Pembayaran (SPPBy)

dengan format pertanggungj awaban A.2

3. Pertanggungjawaban BiayaPerjalanan

Pertanggggungjawaban biaya perjalanan menggunakan ketentuan

yang tercantum pada poin 4.2.8 yang ditandatangani oleh Ketua

Tim/Team Leader dengan petaksana perjatanan dinas



4.2.14 Ketentuan Atas Pertanggungjawaban Swakelola

Ketentuan dan tata cara atas pertanggu ngj awaban swaketola metiputi:

1. Swaketola dapat ditaksanakan oteh UKPBJ atau Unit Kerja di lingkungan

ITS.

2. Penetapan penyetenggara swaketola ditetapkan oleh Rektor lTS.

3. Petaksana pekerjaan swakelota adatah Tim swaketota yang diangkat

oteh KPA lTS.

4. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swaketola terdiri dari:

a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

teknis sumber daya manusia di ITS;

b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memertukan

partisipasi masyarakat setempat;

c. Pekerjaan tersebut ditihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau

pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia;

d. Pekerjaan yang secara rinci/detaiI tidak dapat dihitung/

ditentukan tertebih dahulu, sehingga apabita dilaksanakan oteh

Penyedia akan menanggung resiko yang besar;

e. Penyetenggaraan diktat, kursus, penataran, seminar, lokakarya,

atau penyuluhan;

f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot proiect) yang

bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/ metoda kerja

yang belum dapat ditaksanakan oteh Penyedia;

g. Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan

kebijakan, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem

tertentu; dan

h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi lTS.

5. Kegiatan swaketota metiputi kegiatan persiapan, pelaksanaan,

pengawasan di lapangan dan pelaporan.

6. Kegiatan persiapan swakelota metiputi:

a. Penetapan tipe swaketola yang terdiri dari :



i. Tipe I yaitu swakelota yang direncanakan, dilaksanakan

dan diawasi oteh ITS;

ii. Tipe ll yaitu swaketola yang direncanakan dan diawasi

oteh ITS dan ditaksanakan oteh Tim / Organisasi tain

petaksana swaketota;

iii. Tipe lll yaitu swaketota yang direncanakan dan diawasi

oteh ITS dan ditaksanakan oteh Organisasi Kemasyarakatan

Pelaksana Swaketota; atau

iv. Tipe lV yaitu swaketota yang direncanakan sendiri oteh ITS

dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan

ditaksanakan serta diawasi oteh Ketompok Masyarakat

Petaksana Swaketota.

b. Penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;

c. Penyusunan jadwal petaksanaan dengan mempertimbangkan

waktu yang cukup bagi petaksanaan pekerjaan/ kegiatan;

d. Penyusunan spesifikasi/ kerangka acuan kerja;

e. Penyusunan perkiraan rencana anggaran biaya;

f. Perencanaan teknis dan penyiapan metode petaksanaan yang

tepat agar diperoteh rencana kepertuan tenaga, bahan, dan

peratatan yang sesuai;

Penyusunan rencana kepertuan tenaga, bahan, dan peralatan

secara rinci serta dijabarkan ke datam rencana kerja bulanan,

rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian;

Penyusunan rencana totat biaya secara rinci datam rencana biaya

butanan, dan biaya mingguan yang tidak metampaui pagu

anggaran yang tetah ditetapkan datam dokumen anggaran.

Persiapan kegiatan swakelola dapat dilakukan dengan

memperhitungkan tenaga ah[i/ peratatan/ bahan tertentu yang

ditaksanakan dengan kontrak/ sewa tersendiri.

Biaya pengadaan barang/jasa metalui swaketota dihitung berdasarkan

komponen biaya petaksanaan swaketota.

9. Kegiatan persiapan swaketota dimuat dalam kerangka acuan kerja'

g.

h.

7.

o



l0.Penyusunan jadwal di[akukan dengan mengalokasikan waktu untuk

proses persiapan, petaksanaan, pengawasan, penyerahan dan/atau

peIaporan.

11.Swaketota dapat dilaksanakan metebihi 1 (satu) tahun anggaran.

12.Jika dalam pekerjaan swaketota terdapat pengadaan barang/jasa maka

petaksanaan pengadaan barang/ jasa mengikuti ketentuan yang berlaku

di tTS.

4.2.15Ketentuan Atas Pertanggungjawaban Narasumber dari luar ITS

secara Daring (ontine)

1. Surat undangan dari penyetenggara

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mut[ak (SPTJM) dari Pimpinan Unit

Kerja penyetenggara

Copture penyetenggaraan kegiatan daring, narasumber dan peserta

keg'iatan ditengkapi dengan materi narasumber

Laporan penyetenggaraan kegiatan

Bukti transfer pembayaran narasumber yang ditengkapi dengan pajak

4.2.16 Ketentuan Atas Pertanggungjawaban Pendapatan Laboratorium

Proporsi pembagian pendapatan Laboratorium metiputi:

Kontribusi ke ITS

di hold ITS untuk lKILab Pengetola Laboratorium

Kontribusi ke Departemen

Operasiona[, perawatan, dan pengembangan

Laboratorium

. Penggunaan dana laboratorium poin ii

- lKllab dibagikan kepada anggota Laboratorium (Dosen/ Tendik PNS/

Non PNS) dan Sekretaris Departemen bidang keuangan/ Pengetota

Keuangan yang ditetapkan berdasarkan usutan Pengelola Laboratorium,

setiap bulan/ quarter (3 butanan)/ semester.

3.

4.

5.

i. 20%

ii. 20% - 30%

iii. 10% - 70%

lv. 30% - 40Y"



a

4.3

Pertanggungjawaban pendapatan laboratorium poin iv

- Diambit lewat UMK bulanan untuk barang habis dan operasional Lab,

termasuk boteh untuk Gaji THL / Laboran Profesional melatui Kontrak

dengan bidang lV, untuk Perjatanan Dinas, biaya sosiat, Konferensi

lnternasionat, pembelian peratatan, perawatan atat, dan

pengembangan Iaboratorium

Sisa Anggaran dicatat dan dapat digunakan pada tahun berikutnya.

RBA operasional laboratorium dipisahkan dari RBA departemen (Sl, 52, 53,

Lab A, Lab B, Lab C, dsb), sehingga transparansi penggunaan anggaran bisa

dipantau oteh pengetota [aboratorium dan Kepata Departemen.

Proses Entry Jurnal dan Rekonsiliasi Uang Muka Kegiatan (UMK) dan

Pertanggungjawaban Keuangan

1. Proses enfry jurnal atas bukti pertanggungjawaban keuangan

butan t pada SIM Keuangan ditakukan sampai dengan akhir bulan t
jam 16.00 WlB.

2. Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby) merupakan dokumen

pengesahan atas transaksi pengetuaran yang dihasitkan dari Sistem

Akuntansi dan Keuangan. SPPby ditandatangani oleh PPK, Kepala

Unit dan BPP

3. Proses Rekonsitiasi UMK dan Pertanggu ngjawaban Keuangan bulan

t ditakukan maksimal tanggal 5 bulan t+'l .

4.4 Ketentuan Atas Perpajakan

4.4.1 Pengertian umum

Pajak adatah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang'undang dengan

tidak mendapat balas jasa secara langsung yang hasilnya digunakan untuk

membiayai penyetenggaraan negara.

Obyek pemotongan dan pemungutan pajak:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21



. Pemotongan atas penghasitan yang dibayarkan kepada pNS yang

bersumber dari dana APBN sehubungan dengan jasa dan kegiatan.

. Pemotongan atas penghas.itan yang dibayarkan kepada pNS/Non pNS

yang bersumber dari dana non pNBp sehubungan dengan jasa dan

kegiatan.

b. Pajak Penghasitan Pasal 22

Bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang ditakukan satu pihak

terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan pembetian barang

oteh Bendaharawan Negara.

c. Pajak Penghasitan Pasal 23

Pemotongan atas penghasitan yang dibayarkan berupa hadiah,

bu nga, deviden, sewa, royatty dan jasa-jasa setain obyek PPh pasal 21

(pemeliharaan dan renovasi gedung/ bangunan, service, d[[).

d. Pajak Pertambahan Nitai (PPN)

Pemungutan atas pajak yang dibayar sehubungan penyerahan barang

kena pajak dan jasa kena pajak.

e. Pajak Penghasitan final Pasal 4 ayat (2)

. Pajak yang dibayarkan sehubungan dengan persewaan tanah

dan/atau bangunan

. Pajak yang dibayarkan sehubungan dengan pekerjaan perencanaan,

petaksanaan dan pengawasan konstruksi (kegiatan pembangunan

gedung)

f. Pajak penghasitan pasal 26

PPh Pasal 26 adatah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasitan

yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau tetah jatuh tempo

pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha

tetap di lndonesia.

4.4.2 Pajak Penghasilan yang bersumber dari APBN

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh pasal 21)

PPh pasat 21 dipungut atas penghasitan berupa gaji, honorarium, tunjangan

dan pembayaran lain dengan nama dan datam bentuk apapun. PPh pasat 21



disetor ke kas Negara dengan bukti Surat Setoran pajak (SSp) atas nama

Bendahara Pengetuaran.

NPWP ITS :

00.343.834.8.606.000
Bendahara Pengeluaran ITS

Kampus ITS Sukolilo Surabaya

Penghasitan yang tidak dipungut PPh pasal 21 adatah beasiswa yang diterima

WNI dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam dan tuar negeri pada tingkat

pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan syarat pemberi beasiswa tidak

mempunyai hubungan istimewa.

Tarif PPh pasal 21 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010,

tanggal 20 Desember 2010 :

a. PNS Got lV, honorarium dan tunjangan lainnya dikenakan PPh pasal

21 sebesar 15%;

b. PNS Got lll, honorarium dan tunjangan lainnya dikenakan PPh pasal

21 sebesar 5%;

c. PNS Got I dan ll, honorarium dan tunjangan lainnya tidak dikenakan

PPh pasal 21 sebesar 0%;

4.4.3 Pajak Penghasitan Yang Bersumber Dari BPPTN Badan Hukum, Non

PNBP dan APBN Kementerian

4.4.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 2't

PPh pasal 21 dipotong atas penghasitan berupa gaji, upah, honorarium,

tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan datam bentuk apapun. PPh

pasal 21 disetor ke kas Negara dengan menggunakan E-Billing atas nama ITS

PTN Badan Hukum

NPWP ITS PTNBH :

80.848. 1 70.9.606.000
ITS PTN Badan Hukum

Kampus ITS Sukolilo Surabaya

E



a. Pembayaran atas Honorarium, Tambahan Penghasitan butan (TpB),

lnsentif Kinerja ITS (lKITS), lnsentif Kinerja Laboratorium (lKlLab), Gaji,

Lembur,dan Uang Makan Non PNS dikenakan PPh pasal 21 dengan

perhitungan sebagai berikut:

1. Penghasitan Netto = Penghasitan bruto - (biaya jabatan+iuran pensiun)

2. Penghasitan Kena Pajak (PKP) = Penghasitan Netto - PTKP

3. PPh pasal 21 = PKP x tarif PPh pasat 17

Catatan :

. Biaya jabatan = 5 %x Penghasitan bruto

Maksimal biaya jabatan datam 1(satu) tahun sebesar Rp6.000.000,-

. luran Pensiun = 4,75o/o x (Gaji Pokok + Tunjangan lstri/Suami +

Tunjangan Anak)

Tabet 4.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

WAJIB PAJAK

PTKP BARU, MULAI 1 - 1 - 2016

SETAHUN

(Rp)

SEBULAN

(Rp)

Untuk Diri Pegawai (TK/-) 54.000.000 4.500.000

Untuk Diri Pegawai yang

kawin/nikah (K/-)

s8.500.000 4.875.000

Untuk Pegawai yang kawin

memitiki 1 tanggungan (K/1)

63.000.000 5.250.000

Untuk Pegawai yang kawin

memitiki 2 tanggungan (K/2)

67.500.000 s.62s.000

Untuk Pegawai yang kawin

memitiki 3 tanggungan (K/3)

72.000.000 6.000.000

b. Tarif untuk wajib pajak orang pribadi sesuai dengan pasal 17 ayat (1) a

Undang Undang No. 36/2008 (UU PPh) sebagaiman pada tabel berikut :



Tabet 4.2 Tarif Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

No. LAPISAN PENGHASILAN TARIF

1 s.d Rp50.000.000,- 5%

2 Di atas Rp50.000.000,- sd Rp250.000.000,- 15%

3 Di atas Rp250.000.000,- sd Rp500.000.000,- 25%

4 Di atas Rp500.000.000,- 30%

c. Pembayaran atas jasa profesi, narasumber, dosen luar biasa dengan

penghasitan bruto sampai dengan Rp50.000.000,- dikenakan PPh pasat 21

dengan perhitungan :

PPh pasal 21 = 5%x (50% x Penghasitan bruto)

"NPWP harus ditampirkan

4.4.3.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Bagi penyedia jasa yang mempunyai NPWP dipungut PPh pasal 23

dengan tarif sebesar2%, sedangkan yang tidak mempunyai NPWP

dikenakan tarif sebesar 4%;

b. Betanja jasa dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dihitung dari dasar

pengenaan pajak (DPP), kecuali untuk konsumsi tidak dikenakan

PPN;

c. PPh pasat 23 disetor ke kas Negara dengan menggunakan E-Eflling atas

nama ITS PTN Badan Hukum

E



Tabet 4.3 Jenis Penghasitan Yang Dikenakan PPh 23 Berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor244/PMK.03 /2008

l$.3.r' , Jenis Jasa No ' Jenis Jasa

1 Jasa Penilai (opproisot) 28 Jasa Makton;
2 Jasa Aktuaris 29 Jasa penyelidikan dan keamanan;
3 Jasa Akuntansi, pembukuan, dan 30 Jasa penyetenggara kegiatan atau eyen

atestasi taporan keuangan orgonizer;
4 Jasa hukum 31 Jasa pembasmian hama;
5 Jasa arsitektur 32 Jasa kebersihan atau cleoning service;
6 Jasa perencanaan kota dan arsitektur 33 Jasa penyediaan tempat dan/atau

landscape waktu dalam media masa, media luar
ruang atau media lain untuk
penyampaian informasi, dan/atau jasa

7 Jasa perancang (desisn) 34 3:ly|?:,il, forwordins;
8 Jasa penunjang di bidang penerbangan 35 Jasa logistic;

dan bandar udara
9 Jasa penebangan hutan 36 Jasa pengurusan dokumen;
10 Jasa pengotahan limbah 37 Jasa pengepakan;
11 Jasa penyedia tenaga kerja dan/ atau 38 Jasa looding dan unlooding;

tenaga ahti (outsou rcing services)
12 Jasa perantara dan/ atau keagenan 39 Jasa pelatihan dan/atau kursus;
13 Jasa kustodian/ penyimpanan/ 40 Jasa sertifikasi;

penitipan, kecuati yang dilakukan oleh 41 Jasa survey;
Kustodian Sentral Efek lndonesia (KSEI)

14 Jasa pembuatan sarana promosi fitm, 42 Jasa laboratorium dan/atau pengujian
iktan, poster, photo, slide, klise, kecuati yang ditakukan oteh lembaga
bonner, phamplet, batiho dan fotder atau institusi pendidikan datam rangka

penetitian akademis;
1 5 Jasa sehubungan dengan software atau 43 Jasa katering atau tata boga;

hardware atau sistem komPuter,
termasuk perawatan, pemetiharaan dan
perbaikan

16 Jasa pembuatan dan/atau pengetotaan 44 Jasa sedot septic tonk;
website

17 Jasa internet termasuk sambungannya 45 Jasa pemetiharaan kotam;

18 Jasa penyimpanan, pengotahan, 46 Jasa pengetolaan parkir;
dan/atau penyaturan data, informasi,
dan/atau program

19 Jasa instatasi/pemasangan mesin, 47 Jasa penyondiran tanah;
peratatan, listrik, telepon, air, gas, AC,

dan/atau TV kabet, selain Yang
ditakukan oteh wajib Pajak yang ruang
tingkupnya di bidang konstruksi dan
mempunyai izin dan/atau sertifikasi
sebagai pengusaha konstruksi

20 Jasa pengotahan hasil pertanian, 48 Jasa penyiapan dan/atau pengotahan

perkebunan, perikanan lahan;
21 Jasa dekorasi 49 Jasa pembibitan dan/atau penanaman

bibir;
22 Jasa pencetakan/penerbitan 50 Jasa pemetiharaan tanaman;
23 Jasa penerjemahan 51 Jasa pemanenan;

24 Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuati 52 Jasa pengotahan hasit pertanian,

@
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perkebunan, perikanan, peternakan,
dan/atau perhutanan;

53 Jasa pengotahan hasit pertanian,
perkebunan, perikanan, peternakan,
dan /atau perhutanan;

Pemeliharaan mesin, peralatan, listrik,
telepon, air, gas, AC, TV kabet,
dan/atau bangunan, setajn yang
ditakukan oteh Wajib Pajak yang ruang
lingkupnya di bidang konstruksi dan
mempunyai izin dan/atau sertifikasi
sebagai pengusaha konstruksi;
Jasa perawatan kendaraan dan/ atau
atat transportasi darat, [aut, dan udara;

4.4.3.3 Pajak Pertambahan Nitai (PPN)

Pemungutan atas pajak yang dibayar sehubungan penyerahan barang/ jasa

kena pajak oteh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sehingga datam pemungutan

PPN dipersyaratkan:

1. yang diserahkan adatah barang/ jasa kena pajak;

2. diserahkan oteh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

3. dikenakan atas nitai berapapun atas transaksi pembelian

barane/iasa kena pajak kepada Peneusaha Kena Paiak (PKP).

Secara umum ketentuan tentang pemungutan PPN adatah sebagai berikut:

a) Tarif sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), bukan dari

nilai pembayaran;

b) PPN tidak dipungut atas pembetian buku pelajaran umum,

konsumsi, jasa perhotetan, dtt.;

c) Pencantuman nitai yang tertutis datam faktur pajak adatah nitai DPP

(Dasar Pengenaan Pajak), bukan nilai pembayaran datam kuitansi.

d) Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak adalah "010"

e) Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak mendapatkan fasilitas

dibebaskan adalah "080"



Dokumen lain yang dipersamakan sebagai faktur pajak sesuai dengan

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER - 33/PJl2014 sebagai perubahan

ketiga dari PER1 0/PJl201 0.

1. Sebagai contoh bukti tagihan atas penyerahan jasa tetekomunikasi oteh

perusahaan tetekomunikasi, bukti tagihan atas penyerahan Iistrik oteh

perusahaan tistrik, bukti tagihan atas penyerahan barang kena pajak

dan/atau jasa kena pajak oteh Perusahaan Air Minum, dan lain-tain.

2. Dokumen tertentu tersebut pating sedikit harus memuat :

a. Nama, atamat dan NPWP yang metakukan ekspor atau penyerahan;

b. Nama pembeti barang kena pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

c. Jumlah satuan barang apabita ada;

d. Dasar Pengenaan Pajak;dan

e. Jumtah pajak yang terutang kecuati dalam hal ekspor.

3. Penandaan masa pajak dalam bukti penyetoran / pembayaran pajak, harus

sesuai dengan periode/butan pencatatan hutang pajak, dengan tujuan

agar SPT yang ditaporkan ke DJP sama dengan pencatatan.

4. Petaporan pajak ke Direktorat Jenderat Pajak (DJP) ditakukan secara

terpusat oteh Biro Keuangan, maka bukti penyetoran / pembayaran pajak

yang sudah disetorkan, kelengkapan dokumen untuk petaporan pajak

tersebut, pating lambat pada tanggal 15 butan berikutnya.

4.4,3.4 Pajak Penghasilan Final Pasat 4 ayat (2)

Pajak penghasitan final pasal 4 ayat (2) dikenakan atas:

a) Penghasitan dari usaha jasa konstruksi, diatur ketentuan tarif

sebagai berikut:

. Tarif 2% (dua persen)

ditakukan oteh Penyedia

kecit;

. Tarif 4% (empat persen)

ditakukan oteh Penyedia

usaha;

untuk Pelaksanaan Konstruksi yang

Jasa yang memitiki kualifikasi usaha

untuk Petaksanaan Konstruksi yang

Jasa yang tidak memi[iki kuatifikasi



. Tarif 3% (tiga persen) untuk Petaksanaan Konstruksi yang

ditakukan oteh Penyedia Jasa dengan kuatifikasi usaha menengah

dan besar;

. Tarif 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau

Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oteh Penyedia Jasa yang

memitiki kuatifikasi usaha;

. Tarif 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau

Pengawasan Konstruksi yang ditakukan oteh Penyedia Jasa yang

tidak memitiki kuatifikasi usaha;

Penghasitan dari Persewaan Tanah & atau Bangunan (PP No. 29

Tahun 1996 Jo. PP No.5 Tahun 2002) dengan tarif sebesar 10% dari

nitai bruto dan disetor atas nama ITS PTNBH dengan kode setor

411128 403

c) Penghasitan dari Hadiah Undian (PP No. 132 Thn 2000) dengan tarif

sebesar 25% dan disetor atas nama ITS PTNBH dengan kode setor

411128 405

4.4.3.5 Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh pasat 26 dipotong atas penghasitan yang diterima dengan tarif 70%

dari penghasitan bruto dan bersifat final

4.4.3.6 Kodefikasi Pajak

Tabet 4.4 Kode dan Jenis Setoran Pajak

b)

No

1

2

J:jH Jenis Beranja

PPN Barang/Jasa
(> Rp ljuta)

PPh Honorarium,
pasal Honor
71 Narasumber,

Lambur,
Honor Dosen
Luar Biasa

PPh Jasa 80.848.17 ITS PTNBH

pasal 0.9-
23 606.000
Ph Jasa 80.848.17 ITS PTNBH

Pasal 4 Konstruksi 0.9-
ayat 606.000

NPWP

Penyedia

80.848.1 7

0.9-
606.000

Nama Wajib
Pajak

Penyedia

ITS PTNBH

Akun Jenis
Pajak Setoran
411211 100

411121 100

411124 104

411128 409

Uraian

Pembayaran
PPN

Pembayaran
PPh pasat 21

atas
honorarium

Penandat
angan E.
Billing .,

Penyedia

ITS PTNBH

Pembayaran ITS PTNBH

PPh pasat 23

atas jasa
Pembayaran ITS PTNBH

PPh final
pasal 4 ayat



(z)
Jasa Sewa 80.848.17
Tanah dan 0.9-
Bangunan 606.000

Jasa Hadiah 80.848.17
Undian 0.9-

606.000

ITS PTNBH 411128

ITS PTNBH 411128

(2)
Pembayaran
PPh finat
pasal 4 ayat
(2)

Pembayaran
PPh finat
pasal 4 ayat
(2)

ITS PTNBH

ITS PTNBH



4.5 Format Pertanggungjawaban

A. Lampiran Pertanggungjawaban Dana Non PNBP, BPPTN Badan Hukum

dan APBN Kementerian

A.1 Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby)

SU RAT PENGESAHAN PEMBAYARAN
<Nomor Bukti>

Yang bertanda tangan di bawah ini sudah melakukan verifikasi atas Bukti Pertanggungjawaban dengan uraian

sebagai berikut:

Jumlah : <Nilai RuPiah>

Kepada : <Nama PenYedia>

Untuk Pembayaran : <Uraian Pembelian>

Tahun Anggaran : <Tahun Anggaran>

Mata Anggaran : <Kode Kegiatan-Output-MAK>

Mata Anggaran Terpakai: <CoA>

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan,

An. REKTOR ITS PTN BADAN HUKUM Mengetahui

Pejabat Pembuat Komitmen

<NAMA>

<NIP>

<Kepala>

<NAMA>

<NIP>

Barang/ pekeriaan tersebut telah diterima/ diselesaikan dengan lengkap dan baik

Penerima Barang/ Jasa

<NAMA>

<NIP>



A.2 Surat Pengesahan Pembayaran (SPPby) atas
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Pertanggungjawaban Dana
(PPM)

SU RAT PENGESAHAN PEMBAYARAN
<Nonror Bukti>

Yang bertanda tangan di bawah ini sudah melakukan verifikasi atas Bukti Pertanggungjawaban dengan uraian

sebagai berikut:

Jumlah : <Nilai Rupiah>

Terbila ng : <Terbilanq>

Kepada : <Nama Penyedia>

Untuk Pembayaran : <Uraian Pembelian>

,,,*-1
i

Atas dasar ' /'

l_lfwitansi/bukti pembelian Nomor <Nomor Kuitansi>

T ruotr/u, tti pen erima a n bara ng/jasa <Nomor Nota>

I lBukti lainnva <Nomor>t_l

Tahun Anggaran : <Tahun Anggaran>

Mata Anggaran : <Kode Kegiatan-Output-MAK>

Lunas dibayar tanggal <tanggal>

Ketua Peneliti

<NAMA>

<NIP>

Catatan : untuk transaksi dengan dana kerjasama Ketua Penetiti diganti

dengan Ketua Tim/Team Leader



A.3 Bukti Pembetian
(satu MAK)

Pertanggungjawaban Ni tai Dibawah Rp2.000.000,-
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4.4 Kuitansi Dengan Nilai di Bawah Rp50.000.000,- mengikuti kuitansi
yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang/ Jasa yang sedikltnya memuat
informasi sebagai berikut:

Sudah Terima Dari

Jumlah Uang

Terbilang

Untuk Pembayaran

Rektor ITS PTN Badan Hukum

<Nilai Rupiah>

<Terbilang>

<Pembelian>

Surabaya, <tanggal>

<Penyedia Barang!asa>

stempel don tondo tongon

<Nama Jelas>

Jabatan



A.5 Nota Pembayaran / Faktur Pembelian
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A.6 Surat Perintah Pengiriman

A.6.1 Surat Perintah Pengiriman
Faktur Ppsanan

ll.1m& Pembcll: Letrsng€e llama Penru.f l: SirI5LinlJ Ofli[iai 5hoo

Alamat Pembeli:
Eiro Keuaflgon,6*d. (FA Lt. ? (arftpus lf5 gefJrlih srikolilo gurab,rya. (OTA !URA.8AYA,
suKoLrlo. JAr.r'A TtLlUfi. tO. 601 I I

l{o. Handphore Pcmbell: 62812n9461696

l.fo. Pcranan Waktu Pembayaran
200II08CQaPFND 10/O1/20

Metode Pembayaran Jasa Xlrlm
ShopEeFny

Rlnclaft Pcianan

ilo. PrEduk Vaias

. Srm$ungOelaayAll ^giwtill.26 GB. -creeGi,at!t F,r"

Shope€ Express
St'3ndard

HarA& trqr{h ttur4th3 ssbttrt.l

a,rr ol,,).(lorJ I Rp8 0*r.0G6

Subtotal Rp4,O99.O0O
lotet l(lantlt i ,, prodok

Srrh{oinl !}ntu}r Pro.rtl F.pd.o$S {tCo

Slbtotal Peqlirimn* Brrtt.000

To{a, Bsi-ff l,q*gk4ran .,8p19.00i

,1:.S]3 (€rE 5ts4p* "ItF,tll.9].1
O,tul3ry.rfi

Total Pembayaran Rp3,687.468

llarqa prot!rrk ,ildBh termdrdl FFN l(l*i/..



4.6.2 Surat Perintah Pengiriman

Status PenEirinran
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A.7 Kuitansi Pertanggungjawaban Nitai di atas Rp50.000.000,-

Tahun Anggaran
Nomor Bukti
Mata Anggaran

KUITANSI /BUKTI PEM BAYARAN

Sudah Terima Dari : Rektor ITS pTN Badan Hukum

Jumlah Uang : Rp ................

Untuk Pembayaran : Pembelian ...............

Sesuai dengan SPK Nomor .. Tanggal
Berita Acara Pemeriksaan Nomor ............... Tanggal
BeritaAcara Serah Terima Nomor............... Tanggal

Berita Acara Pembayaran Terima Nomor Tanggal

Setuiu dibebankan pada mata anqqaran berkenaan, Surabaya,

Rektor ITS PTN Badan Hukrrrn
Pembuat Komitmen

Tanda tangan dan stempel

Narm Jelas
Jabatan

Barang/ pekerjaan tersebut telah diterima/ diselesaikan dengan lengkap dan baik

Pejabat yang bertanggungjawab

Nanra Jelas

NtP........



A.8 Daftar Penerimaan Biaya PersoniI Atas Pertanggungjawaban
Kerja sama

Judul Kegiatan

Dasar Pembayaran

Tahun Anggaran :<ahun anggafin>

Nomor Sukti : <nonor *ut/kcde unit/btbnftohun>

l\4ataAnggaran :<ke?iot6n.kod.cuiput,MAK>

DAffAR PENERIMAAN BIAYA PERSONIL

i<nlrnl :< nunl

: < diki dengon : < diisi dengan nonor don tonggai sk>

lunas dibayar tanggal < ... >

l(etua Tim/Team Leader

s!hl!!:
lllp <lIP>

t1) t2) (3) ht u) (51 t5l t7) {8) te) l10J t11)

1
1 ......,,.................

2

No Nama Jabatan NPWP
Honor Penerimaan 

Dasar

l'"""' Vol '-:'.'*' Pengenaan larilPPh PPh2l Penerimaa :.. TandaTdngan
satuan Bruto parr, nNello l

2 .........................

JUMIAH



A.9 E-Faktur

Faktur Pajak

Sosuai dcngan katenfuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Paiak mengatur bahM Faktur Palak ihi telah ditandalangani

secara elektronik sehinaoa lidak dipedukan landa tangan basah pada Faktur Paiak ini'

SURABAYA,..,

Kode dan Nomor Seri Faktur

ffii: rrs prNBH
Alamat : Kampus ITS Sukolilo Surabaya Blok 1 No.60111 RT:C01 RW:002 Kel.Keputih Kcc.sukolitc Kota/Kab.Surabayd".

Jawa Timur 601 11

: 80.848.1 70.9-606.000

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak

Total PPnBM (Paiak Penjualan Barang Mewah)

FEUBERITAIIlAN Lllitek'IOMl jENOERAI PA.iAK: t.f.s Pa;ak :nt ld.1h d:lnpski{ te alrEHaiti '''n'sd p'rrnl {hr1

l6hh nr6f;Frd$ p6duiuan 563u4 dsqFr kststlua DsGldEn BDEiakRn y'ng bof,Eril

--**::*.***:-** .,',* i- -. irirrga Juaui,engganll
Nama tsarang Kena pajaK / JaSa 

^erra 
ralaK I uukaffermin



A.10 E-Billing PPh Pasal 21

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

417171413524

80.848.1 70.9-606.000

ITS PTNBH

KAMPUS ITS SUKOLILO, KEPUTIH

KOTA SURABAYA

411121 - PPh Pasal 21

100 - Masa PPh Pasal 21

01 01

2A17

Rp. 100.000

Seratus Ribu Rupiah

Pernbayaran PPh pasat 21 atas Tuniangan Perbaikan Penghasilan Honorer

bulan ....-

ITS PTNBH

80.848.170.9-606.000

DI BAWAH INI UNTUK MELMUKAN PEMBAYARAN.

:01701453'1642148

: 0110312A17 15:50:00

TX No

NPWP

NAMA

ALAMAT

KOTA

NOP

JENIS PAJAK

JENIS SETORAN

MASA PAJAK

TAHUN PAJAK

NOMOR KETETAPAN

JUMLAH SETOR

TERBILANG

URAIAN

NAMA PENYETOR

NPWP

GUNAKAN KODE BILL}NG

ID BILLING

MASA AKTIF

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing

dapat dibuat kernbali. Tanggung iawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya

tercantum di dalamnYa.



A.1 1 E-Billing PPh Pasal 23

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I"

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No

NPWP

NAMA

ALAMAT

KOTA

NOP

JENIS PAJAK

JENIS SETORAN

MASA PAJAK

TAHUN PAJAK

NOMOR KETETAPAN

JUMLAH SETOR

TERBILANG

URAIAN

NAMA PENYETOR

NPWP

A17'1714'13986

80.848.170.9-606.000

ITS PTNBH

KAMPUS ITS SUKOLILO. KEPUTIH

KOTA SURABAYA

411124 - PPh Pasal 23

100 - Setoran Masa

0101

2017

Rp.25.000

Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

Pembayaran PPh pasal 23 atas pemeliharaan ......

ITS PTNBH

80.848.170.9-605.000

GUNIAKAN KODE BILLING DI BAWAH INIUNTI.,IK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

lD BILLING ; 017014532A72144

MASAAKTIF . A11031201715:52:53

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Bitling

dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Bilting ada pada Wajib Pajak yang namanya

tercanlum di dalamnYa'



A.12 Daftar Lembur
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A.13 Surat Perintah Kerja Lembur

SURAT PERINTAH KEzuA LEMBUR

'ang bertanda tangan di bawah ini, Kepa.la Unit .,......' memerintahkan kepada

pegawai-pegawai tersebut di bawah ini untuk melaksanakan kerja lembur pada bulan

setelahjam kerja untuk pekerjaan yang penyelenggaraannya tidak dapat

ditangguhkan

Surabaya,
Kepala Unit ................

KOP SIJRAT UNIT



A.14 Perjalanan Dinas

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Tahun Anggaran

Bukti Kas No

MAK

SUDAH TERIMA DARI

UANG SEBESAR

UNTUK PEMBAYARAN

BERDASARKAN SPD

NOMOR

TANGGAL

UNTUK PERJALANAN DINAS DARI

TERBILANG

Setuju dibebankan mata anggaraan

berkenaan,
An. Rektor ITS

Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Jelas
NIP

Rektor

,J,,,* Teknologi SePutuh NoPember 

I

:::t::":"::.:.' 
I

I

.'":::"-::-""1
Lunas dibayar, Yang Menerima

Uang

Pemgetota
Keuangan

Nama Jelas Nama Jelas

NIP

KU ITAN SI I B U KT I P E IABAYARA N



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Kampus ITS Sukotito, Surabaya, 601 1 1

Tetp : 031 -5994751 -54,5947274,5945472 (Hunting)
Fax : 031 -5947264,5950806

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP

Jabatan

Berdasarkan Surat Perjatanan Dinas (SPD) Nomor

tanggaI

dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/ atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak

dapat diperoteh bukti-bukti pengetuarannya, metiputi :

No Uraian Jumlah

1 Taksi Rp

Rp

angka 1 di atas benar-benar diketuarkan untuk

dimaksud dan apabita di kemudian hari terdapat

kami bersedia untuk menyetorkan ketebihan

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetuj ui

Pejabat Pembuat Komitmen
Petaksana SPD

Nama Jelas
NIP

z. Jumtah uang tersebut Pada

petaksanaan perjatanan dinas

ketebihan atas pembayaran,

tersebut ke Kas Negara.

Nama Jelas

E



RINCIAN BIAYA PERJALANAN D!NAS

Lampiran SPD Nomor :

TanggaI

No Perincian Biaya Jumlah Keterangan

1

7

3

Biaya transportasi
Uang harian

Uang transport locaI

Rp ....................
Rp ....................
Rp ....................

Jumlah Rp ..................
Terbitang

Tetah dibayar sejumtah

Lunas dibayar,

Bendahara

Nama Jelas
NIP

Surabaya,

Tetah Menerima jumlah uang

sebesar

Yang Menerima

Nama Jelas
NIP

Ditetapkan sejumtah

Yang tetah dibayar sejumtah

Sisa kurang/ tebih

PERHITUNGAN 5PD RAMPUNG

:Rp
:Rp
:Rp

Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Jelas
NIP



Contoh : Bukti Foto Perjatanan

Kegiatan

Dinas dengan latar betakang petaksanaan

r$

i

i78.



A.15 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PeIaksanaan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Jabatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Bertanggung jawab muttak datam penggunaan dana..................;
Bertanggung jawab untuk menyimpan semua bukti'bukti pengeluaran sesuai

dengan jumtah dana yang diberikan;
Berkewajiban untuk menindaktanjuti dan mengupayakan agar program yang

ditakukan tertaksana secara efektif dan efisien;
Berkewajiban untuk menyimpan hard copy dan soft copy [aporan akhir dan

[aporan keuangan dari kegiatan tersebuU
Apabita dikemudian hari ditemukan ketidaksesuain datam petaksanaan

kegiatan tersebut, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan

keientuan yang bertaku; dan apabita di kemudian hari terdapat kesatahan

dan/atau ketebihan atas anggaran .. yang diberikan tersebut,
sebagian atau seturuhnya, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia

mentetorkan atas kesatahan dan/atau ketebihan pembayaran tersebut ke

rekening kas negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar- benarnya.

Surabaya,

Materai 6000

Nama Jetas
NIP

1.
2.

3.

4.

5.



A.16 Daftar Penerimaan Uang Harian Paket hatfday/futtday/futtboard

Rapat Kcrja

lhri : ......... s.d............

Tanggal : ... s.d ............

Tcrpat : .........

Unit Kerja: .........

NO NAMA / NIP VOLUME SATUAN BIAYI JUM LAH Tanda Tangan

1 oH 2,00
1

3

5

2

4

oH 2.00

3
\shari Lin[ang
{tP. ....................................

oH 2,00

4
SUEE
!tP. ....................................

oH 2.00

5
3ALIH
\tP...... oH 2,00

6
SARI

NtP. ..................
oH 2,00

JUMLAH

Srtuju dibcbankan pada Mata Anggaran berkenaan

8.n. Rcktor ITS PTN Badan Hukm

Pcjabal P.mbuat Komitm.n

Mengeiahui

Kepala Unil

Nama Jelas
NIP,

Lws Oibayar tanggal

BPP

Nama Jelas
NIP.

Nama Jelas
NIP,

\mIa ryah Nawar€ Sari
,ltP. ............................. . ..
;ajar Subhsna
,1tP. ..................................... [-----T-------

I



4.17 Daftar Penerimaan Uang Taxi Paket hatfday/futtday/fultboard

Rapat Kerja

Hari: ......... s.d ............

Tanggal : ... e.d............

Tcmpal : .........

Unil Keria: .........

NO NAMA T NIP VOLUIVE SATUAN BIAY/ J UI\4 LAH T.nda Tangan

1 oK 2,00 185.000 370.000

3

5

2
rajar Subhana

!tP oK 2.00 185.000 370 000

J
\sh8ri Linlang
!rP. .....................................

oK 2,00 185.000 370.000

4
SUEB
{rP................. ..............

oK 2,00 185.000 370.000

5
3ALIH
NtP. .....................................

oK 2.00 185.000 370.000

6
SARI
NtP. ................................

oK 2,00 185.000 370.000

JUMLAH 2.220.000

Sctuju dibcbankan pada MatE Anggaran berkenaan

a.n. Rektor ITS PTN Badan Hukum

Pejabal Pembuat Koritrcn
Mengelahui

Kepala Unit

Mm Jelas
NIP,

Lunas Dibayar tanggal

BPP

Naro Jelas
NIP.

l.laro Jelas
NIP,



A.18 Daftar Penerimaan Dana Kebersamaan

Daftar penerimaan Dana Kebersamaan
Unit Kerja : ...... . ...

Sesuai SK Rektor Nomor :. . ..
Tanggal: .....

NO NAMA / NIP VOLUME iATUAN BIAY' JUMLAH Tanda Tangan

1
\malia Oyah llawang Sari
{tP...... ........... oK 2,00 185.000 370.000

2
:sja. Subhana
{tP. ............................... .

oK 2,00 185 000 370.000

3 oK 2,00 165.000 370 000

4
JUEB
'llP...............

oK 2,00 185.000 370.000

5
;ALIH
,ltP. ........................... oK 2,00 185.000 370.000

6
JARI
,IP. ... oK 2,00 185.000 370.000

JUMLAH 2.220.000

S.lqu dibebankan pada Mata Anggaran berkeman

a.n. Rektor ITS PTN gadan Hukm

Pejabat Pcmbuat Komitmn

Nam Jel6s
NIP,

Mengetahui

Kepala Unit

Mm Jelas
NIP.

Lunas Dibayar tanggal

BPP

Mm Jelas
MP.

1

3

2

1



A.19 E-Toll
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SURAT PERTNTAH KERJA (SPK)

SEDERHANA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nomor dan Tanggal SPK : .........,.....,.,. tanggat

Pekeriaan Konstruksi

Sumber Dana : Pengembangan Departemen ......... .

Tahun Anggaran :2o2o

Klasifikasi pgke-pjaan,,; pemeliharaan/rehabilitasi/renovasi/restorasi

Waktu Pelaksanaan Pekeriaan : ............... hari (s.d tangga1.............)

NILAI PEKERJAAN

NO. KOMPONEN BIAYA VOL
HARGA

sAruAN (RP)
roTAL (RP)

1 tuk€ng

Eahil+

Ala+

Bongkar keramik lantai

Pasang keramik lantai baru uk. 4o x 4o

Pembersihan lahan ringan

5m2

5m2

5m2

10.ooo

23O.OOO

9.o00

5o.ooo

1.15O.OOO

45.000
TOTAL *) r.25O.OOo

TERBILANG : satu iuta dua ratus lima puluh ribu rupiah

A.20 Surat Perintah Kerja (SPK) Sederhana

*) bila konsultan perorangan/tenaga perorangan tidak dikenakan PPN

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekeriaan yang

diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Aeara Serah Terirna Surat Pengesahan

Pembayaran. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeriaan karena

kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewaiiban untuk membayar denda kepada PPK

sebesar r/rooo (satu per seribu) dari bagian tertentu rrilai SPK setiap hari kalender keterlambatan,

Untuk dan atas nama ITS

PPK

NIP

Penyedia Jasa ..........



A.21 Jaminan Pembayaran Akhir Tahun

a. Format Surat Perjanjian Pembayaran

KEMENTERIAN NEGARA/LEM BAGA

SURAT PERJANJIAN PERMBAYARAN

Pada hari ini, ..............(1) tanggal ...........(2) bertempat di ...............(3) kami

yang bertanda tangan di bawah ini:
l. Nama : .......... (4)

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen......' . ...(5)

Berdasarkan Sk ................ (6) Tanggal .... ........ .....(7) Nomor

................(ol
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

ll. Nama : .... . .. ... . (9)

Jabatan : ................(10)
SelanjutnYa disebut PIHAK KEDUA'

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA

PIHAK dan/atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut:
1. PIHAK KEDUAmengajukan tagihan sebesar Rp. . ....... "'(11) (dengan

huruf) atas pembayaran pekerjaan -.....'..""' "' (12), yang

penyelesaiannya tanggal ........... .(13) sampai dengan tanggal

............. . ..(14)

2. PIHAK PERTAMA membayar tagihan PIHAK KEDUA dengan

menerbitkan SPM-LS setelah menerima Jaminan Bank ..........'. "(15)
tanggal ........ .. ....(16) Nomor... ........."' .. ..(17)

3. Terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai kontrak' PIHAK

PERTAMA wajib membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan

menyampaikan kepada Rektor 1TS........... .(18) paling lambat 5 (lima)

hari keria (tidak termasuk hari libur/cuti bersama)se.iak kontrak selesai'

4. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak menyampaikan BERITA ACARA

Penyelesaian Pekerjaan kepada Rektor 1TS......'."" " '(18)
sebagaimana butir 3, PIHAK KEDUA menyetujui Jaminan Bank



A

6.

Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA wajib membuat pernyataan wanprestasi dan
menyampaikan kepada Rektor ITS (18)

Berdasarkan pernyataan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada butir
5, Rektor ITS ............(18) berdasarkan Surat Kuasa Nomor
. .........(19) tanggal . . ..........(20) mencairkan Jaminan Bank untuk

untung Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak
dapat diselesaikan.

7. Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Surat
Perjanjian Pembayaran ini, tidak menunda pencairan Jaminan Bank
yang dilakukan oleh Rektor lTS.

Demikian Surat Perjanjian Pembayaran ini dibuat dan di tandatangani oleh
PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut
diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup
untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

dimaksud dicairkan oleh
. . . .......... (19) Tanggal

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

Rektor ITS berdasarkan Surat Kuasa Nomor
.......... . .(20) untuk untung Kas Negara.

PIHAK KEDUA
Pimpinan/Direktur (24)

(25)(21)

(22)
(23)

Mengetahui,
Rektor ITS

(27)

. . (28)
NrP................. . (29)

( (26)...................)



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN

No. URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan hari pembuatan Surat Perjanjian Pembayaran

(2) Diisi dengan tanggal, bulan, tahun pembuatan Surat Perjanjian

Pembayaran

(3) Diisi dengan kota tempat pembuatan Surat Perjanjian Pembayaran

(4) Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen

(5) Diisi dengan pusaUfakultas bersangkutan

(6) Diisi dengan jabatan penanda tangan Surat Ketetapan Pejabat

Pembuat Komitmen

(7) Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen

(8) Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen

(e) Diisi dengan nama lengkap pejabat penanda tangan yang mewakili

perusahaan perusahaan/rekanan

(10) Diisi dengan jabatan dalam perusahaan

(1 1) Diisi dengan angka dan huruf sebesar sisa pekerjaan yang belum

diselesaikan

(12) Diisi dengan nama pekerjaan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan

(13) Diisi tanggal mulai penyelesaian pekerjaan

(14) Diisi tanggal selesai penyelesaian pekerjaan

(15) Diisi dengan nama bank penjamin

(16) Diisi dengan tanggal, bulan, tahun Jaminan Bank

(17) Dilsi dengan nomor Jaminan Bank

(18) Diisi dengan nama Rektor ITS

(1e) Diisi dengan nomor surat kuasa yang dibuat oleh Pejabat Pembuat

Komitmen

(20) Diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat kuasa yang dibuat oleh Pejabat

Pembuat Komitmen

(21) Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen dan dibubuhi

cap dinas

E



(22) Diisi dengan nama lengkap Pejabat pembuat Komitnren

(23) Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen

(24) Diisi dengan nama perusahaan

(25) Diisi dengan tanda tangan pejabat yang mewakili perusahaan/rekanan

dan dibubuhi cap perusahaan/rekanan

(26) Diisi dengan nama lengkap pejabat penandatangan yang mewakili

perusahaan/rekanan

(27) Diisi dengan tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran dan dibubuhi

cap dinas

(28) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran

(2e) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran



b. Format Jaminan Bank

Bank

Berkedudukan di

Alamat

Nama

Berkedudukan di

Alamat

Yang selanjutnya disebut'PEMEGANG JAMINAN',

Yang selanjutnya disebut "PENJAMIN"

Dengan ini menyatakan akan membayar sejumlah uang dengan merujuk Pasal

1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana PENJAMIN melepaskan

hak utamanya yang terdapat dalam Pasal '1831 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, kepada:

(7)

(8)

(e)

Setinggitingginya sebesar Rp (10) (. .(11) Rupiah),

dalam jangka waktu

Bank ini apabila:

atas dasar

pengajuan

12)

tuntutan/klaim yang diajukan secara

tuntutan/klaim yang ditetapkan dalam

te rtu lis

Jaminan

N ama

Berkedud ukan di (13)

E



Alamat :

..................(14)

Yang selanjutnya disebut'YANG DIJAMIN',

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal

batas berlakunya Jaminan Bank ini, dinyatakan wanprestasi/tidak dapat

menyelesaikan pekerjaannya oleh PEMEGANG JAMINAN atas pelaksanaan

pekerjaan .. ....(15) sesuai dengan kontrak nomor:........ (16) tanggal

.......... ...(17) atau pernyataan tertulis dari yang diberikan kuasa (dalam hal ini

Rektor lTS, bahwa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tidak

diberikan oleh PEMEGANG JAMINAN sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja

setelah kontrak berakhir.

Jaminan Bank ini berlaku terhitung mulai tanggal (18) sampai

dengan tanggal ....................... ( 19)

Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi/pekerjaan

tidak dapat diselesaikan yang dilakukan oleh YANG DIJAMIN atau

PEMEGANG JAMINAN tidak menyampaikan BAPP kepada lTS, dengan

menyerahkan asli warkat Jaminan Bank.

Rektor ITS berdasarkan surat kuasa PEMEGANG JAMINAN mengajukan

tuntutan/klaim penagihan kepada PENJAMIN selambat-lambatnya telah

diterima oleh PENJAMIN 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya

Jaminan Bank atau paling lambat tanggal. (20) Apabila

tuntutan/klaim dilakukan oleh Rektor ITS maka surat kuasa harus diserahkan

kepada PENJAMIN pada saat dilakukannya tuntutan/klaim.

Apabila dalam sampai batas habisnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut

di atas, PEMEGANG JAMINAN atau yang diberi kuasa tidak mengajukan

tuntutan/klaim, maka jaminan bank ini tidak mengikat lagi terhadap PENJAMIN.

E



Untuk keperluan pemberian Jaminan Bank ini beserta akibat yang timbul

daripadanya, Bank memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor panitera

Pengadilan Negeri ............ ............ (21)

Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen

.24)

\25 )

(25)

(26)

,;;; 
(28)

(27)



PETUNJUK PENGISIAN
JAMINAN BANK

No. URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan nomor jaminan bank

(2) Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat

(3) Diisi dengan jabatan pejabat penandatangan surat

(4) Diisi dengan nama bank

(5) Diisi dengan kota kedudukan bank

(6) Diisi dengan alamat bank

(7) Diisi dengan nama pejabat pembuat komitmen (PPK)

(8) Diisi dengan kota tempat kedudukan PPK

(e) Diisi dengan nama kantor PPK

(10) Diisi dengan nilai uang dalam angka

(1 1) Diisi dengan nilai uang dalam huruf

(12) Diisi dengan nama rekanan

(13) Diisi dengan kota tempat kedudukan rekanan

(14) Diisi dengan alamat rekanan

(1s) Diisi dengan jenis pekerjaan

(16) Diisi dengan nomor kontrak

(17) Diisi dengan tanggal kontrak

(18) Diisi dengan mulai berlakunya jaminan bank

(1e) Diisi dengan berakhirnya jaminan bank

(20) Diisi dengan batas waktu akhir pengajuan klaim

(21) Diisi dengan kota tempat panitera pengadilan yang dipilih

(22) Diisi dengan kota tempat penerbitan jaminan bank

(23) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun

(24) Diisi dengan nama jabatan penjamin

(25) Diisi dengan nama satker PPK

(26) Diisi dengan nama PPK dan dibubuhi cap dinas

(27) Diisi dengan nama penandatangan

(28) Diisi NIP PPK

(2e) Diisi dengan jabatan penandatangan



c. Format Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN JAMINAN BANK
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

(2)
: Pejabat Pembuat Komitmen

NIP

Jabatan
(3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Jaminan Bankyang diterbitkan oleh Bank....... ...(4) No. ..........

(5) tanggal (6) untuk pembayaran
...(7) sebesar Rp .......................(8) (dengan hurufl

adalah jaminan bank yang sah/benar diterbitkan oleh bank
bersangkutan.

2. Apabila dikemudian hari jaminan bank tersebut tidak sah/tidak
benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat
dicairkan/bank tidak bersedia mencairkan, kami bersedia untuk
menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke Rekening
Rektor ITS sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

(e)

E



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN JAMTNAN BANK

No. URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat pernyataan

(2) Diisi dengan NIP penanda tangan surat

(3) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan

(4) Diisi dengan nama bank penerbit jaminan bank

(5) Diisi dengan nomor jaminan bank yang diterbitkan

(6) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya jaminan bank

(7) Diisi dengan maksud/tujuan diterbitkannya jaminan bank

(8) Diisi dengan jumlah jaminan bank

(e) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat

pernyataan

(10) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan

(1 1) Diisi dengan tanda tangan pejabat yang beruuenang dan dibubuhi

stempel/cap dinas

(12) Diisi dengan nama lengkap penandatangan surat pernyataan

(13) Diisi dengan NIP penandatangan surat pernyataan



d. Format Surat Kuasa

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SURAT KUASA
Nomor : ....

Yang
t.

il. N ama
NIP

Untuk mencairkan Jaminan Bank:
1. Bank .

2. Tanggal Jaminan Bank :

3. Nomor Jmainan Bank .

4. Senilai .

5. Untuk Pekerjaan :

6. Sesuai dengan kontrak :

Penerima Kuasa
Rektor ITS

(8)

[?t)
........,.,.,., (11)

Rp. ............................. ...........(12)

N;;;; (l;ii;;;;i 1::1 ,,u,

dalam hal:
'1. Pihak YANG DIJAMIN dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan

pekerjaan oleh PEMEGANG JAMINAN; atau
2. PEMEGANG JAMINAN PEMBAYARAN AKHIR TAHUN ANGGARAN tidAk

menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada lTS,
sebagaimana dimaksud dalam Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran
tersebut diatas.

3. Demikian kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

..(18)

P#;;ii(J:l; (17)

Pejabat Pembuat Komitmen
Meterai

..........(20)
NtP. ....................... . (21)

Mengetahui/menyetuj ui:
Pimpinan .....................(22)

(23)

Berdasarkan SK
Nomor.................(6)

IA\ tanggal ....... .... ... . ...(5)



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA

No. URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan nomor pembuatan Surat Kuasa

(2) Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen

(3) Diisi dengan nama pusat/fakultas Pejabat Pembuat Komitmen

(4) Diisi dengan nama jabatan penandatangan Surat Ketetapan Pejabat Pembuat

Komitmen

(5) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Ketetapan Pejabat Pembuat

Komitmen

(6) Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen

(7) Diisi dengan nama lengkap Rektor ITS

(8) Diisi dengan NIP Rektor ITS

(e) Diisi dengan nama bank penjamin

(10) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Jaminan Bank

(1 1) Diisi dengan nomor Jaminan Bank

(12) Diisi dengan angka dan huruf senilai rupiah yang tertera pada Jaminan Bank

(13) Diisi dengan nama pekerjaan yang tercantum dalam kontrak

(14) Diisi dengan nomor kontrak

(15) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kontrak

(16) Diisi dengan nama kota tempat Surat Kuasa dibuat

(17) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Kuasa dibuat

(18) Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan Rektor ITS dan dibubuhi cap

dinas

(1e) Diisi dengan NIP Pejabat ITS

(20) Diisi dengan nama lengkap, dan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen,

dibubuhi meterai, dan cap dinas

(21) Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen

(22) Diisi dengan nama perusahaan pihak ketiga/rekanan

(23) Drisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan pihak ketiga/rekanan dan

dibubuhi cap dinas.



A.22 Perhitungan Pemotongan Pph pasat 21

a. Perhitungan PPh pasat2l untuk penghasilan Teratur selama setahun

Gaji Pokok

T. lstri

T.Anak

T. Fungsionat/Strukturat/Umum

T. Beras

TPB

T. MWA

T. Senat

Jumtah Penghasi[an Bruto

Pengurang:

Biaya Jabatan

luran Pensiun

luran JHT

Jumtah Pengurang

Penghasilan Netto

PTKP Rpxxx-

PPh Terhutang setahun Rpxxx

PPh 2'l yang telah ditanggung Pemerintah Rpxxx-

PPh 21 yang kurang dipotong Rpxxx

PPh ps 21 sebutan = PPh ps 21 krg dipotong/12) Rpxxx (PPh ps 21 TPB

tiap Butan )

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

RDxxx +

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx -

Rpxxx-



b. Perhitungan Pemotongan pph pasal 21

teratu r

Gaji Pokok

T. lstri
T.Anak

T. Fungsionat/Strukturat/ Umum
T. Beras

TPB

T. MWA

Gaji 13

Gaji 14

TPB 13

TPB 14

T.MWA 13

T.Senat 14

T. Senat

IKITS

Jumtah Penghasitan Bruto
Pengurang :

Biaya Jabatan Rpxxx
Iuran Pensiun Rpxxx
luran JHT Rpxxx
Jumtah Pengurang

Penghasitan Netto

PTKP

PPh Terhutang setahun

untuk penghasilan yang tidak

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx

Rpxxx +

Rpxxx

Rpxxx -

Rpxxx-

Rpxxx-
Rpxxx

PPh 21 yang tetah ditanggung pemerintah Rpxxx-

PPh 21 yang tetah dipotong TpB setahun Rpxxx-
PPh21 IKITS/TPB 13,14/gj 13,14 Rpxxx

Ac---
Mochamad.Ashari, M. Eng

012.199003 1 003 T



PENUTUP



PENUTUP

Peraturan Rektor ITS tentang Pedoman Pengetolaan Keuangan lnstitut
Teknotogi Seputuh Nopember merupakan tindak tanjut dari ketentuan pasal 77

ayat (4) PP Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta, penerapan pengetolaan

keuangan yang sesuai dengan UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi

serta PP 76 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme pendanaan pTN Badan

Hukum.

Dinamika pengetotaan keuangan yang dinamis menuntut penyetenggara

keuangan untuk adaptif terhadap perubahan seperti pembetian barang/jasa
secara online, kartu debit, pengetotaan taboratorium, pemanfaatan SDM,

perubahan regutasi, dan kemajuan teknotogi informasi yang semuanya

bermuara pada pengelotaan dan layanan keuangan yang tebih berkuatitas.

Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengetotaan Keuangan lnstitut Teknotogi

Seputuh Nopember diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata datam

mewujudkan tata ketota pemerintahan yang baik (good governance). Setain

daripada itu dapat mewujudkan pengetotaan keuangan ITS PTN Badan Hukum

yang transparan, akuntabel dan mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecuatian

(WTP) atas Laporan Keuangan ITS PTN Badan Hukum. Status opini Laporan

Keuangan merupakan satah satu bentuk kontrak kinerja antara ITS dengan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Target capaian ini merupakan

kewajiban lrs sebagai PTN Badan Hukum yang memberikan dampak pada

peningkatan kepercayaan pubtik terhadap pengetotaan Keuangan.

Ac-"
. Mochamad Ashari, M.Eng
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